




















4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5149); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri 
dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 
lnformatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519); 

7. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 
lnformasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

8. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
lnformasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Nomor 5); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
lnformasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 
Nomor 75); 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1. Pedoman untuk menerbitkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Bali 1. Lembar Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 2. Term of Reference 
3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 3. Alat Tulis Kantor 
4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi ke masyarakat 4. Jaringan Internet 
5. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku atasan PPID 5. Buku Registrasi 
6. Pemohon lnformasi 6. Komputer dan Printer 
7. PPID dan PPID Pelaksana 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Apabila pemohon informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai ketentuan maka Disimpan dalam bentuk sojtcopy dan hardcopy 

pemohon lnformasi akan mengajukan Keberatan atau Sengketa lnformasi ke Badan 
Publik bersangkutan 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PERMINTAAN INFORMASI ONLINE PEMERINTAH DAERAH PROVINS! 

Pelaksana 
Petugas 

No Sadan Pelayanan 

Kegiatan 
PPID Publik (PPID lnfonnasl 

Pelaksana) PPID 

1 Mengajukan 
permohonan 
lnformasi ke PPID 
{registrasi) 

I I 
I 

2 Menugaskan A_ Petugas Pelayanan 
lnformasi pada PPID 
menjawab 
permintaan ~ . 

3 Meneruskan kepada 
atasan Badan Publik y (PPID Pelaksana) I I 
untuk menjawab I 
permintaan informasi 

4 Menugaskan 
Petugas Pelayanan 
lnformasi PPID 
Pelaksana 
menjawab 
permintaan informasi 

5 MenJawab 
permintaan lnformasi 

6 Permintaan informasi 
terlayani 

Total waktu yang dibutuhkan 4 hari 3 jam 15 menit. 
Keterangan: 
Y=YA 
T=TIDAK 

~ 

Petugas 
Pelayanan 
lnfonnasl 

PPID 
Pelaksana 

T 

I 

Pendukung 

Pemohon Kelengkapan Waktu Output 

Formulir Permintaan lnformasi: 15 menit Formulir . Scan ldentitas diri dari pemohon Permirrtaan 
informasi lnformasi yang 

' ) • Email telahdiisilengkap 

\.. • Dokumen yang diminta dan dilampiri 

+ • Tujuan permintaan lnformasi fOIOCCJfJ'I/ scan 
identitas diri 

Formulir Permintaan lnformasi yang 60menit Formulir 
telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ Permintaan 
scan identitas diri lnformasi yang 

sudah teregistrasi 
serta merupakan 
wewenang PPID 
Pelaksana 

Formulir Permintaan lnformasi yang 60menit 
sudah teregistrasi serta merupakan 
wewenang PPID Pelaksana 

60 menit Jawaban 
permintaan 
informasi 

T 

◊ 
Jawaban permintaan informasi yang 3 hari kerja 
sudah lengkap (sesuai permintaan/tidak 
sesuai) 

,, 
Jawaban permintaan informasi yang 1 hari kerja Permintaan ( ) sudah sesuai. informasi terlayani 

Keterangan 

Pengajuan 
permintaan 
infoonasi bisa 
dilakukan melalUI 
aplikasi Bali Satu 
Data.Website. 
atau Email PPID 

10 han kel]cl + 7 
han perpan1angan 























5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 4 Tahun 2024 
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 
Komunikasi dan lnformatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 519); 

7. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 
lnformasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

8. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
lnformasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Nomor S); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
lnformasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 
Nomor 75); 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan 
dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 



KETERKAIT AN : PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1. SOP Penetapan Dan Pemutakhiran DIP 1. Lembar Kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. SOP Penanganan Keberatan lnformasi Publik 2. Term of Reference 
3. SOP Uji Konsekuensi 3. Alat Tulis Kantor 

4. Komputer dan printer 
5. Buku Registrasi 
6. Alat Transportasi 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Apabila Pemohon informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai ketentuan maka Disimpan dalam bentuk hardcopy 
Pemohon lnformasi akan mengajukan Keberatan atau Sengketa lnformasi ke Badan 
Publik bersangkutan 



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN PERMINTAAN INFORMASI OFFLINE PEMERINTAH DAERAH PROVINS! 

Pelaksana 
No 

Kegiatan 
PPID Pelaksana 
(Badan Publikl 

1 Mengajukan permintaan informasi 
(registrasi) 

' 
T 

y 
2 Mempersiapkan dokumen/jawaban 

permintaan lnformasi , 

I I 
I 

3 Menjawab permintaan informasi 

Total waktu yang dibutuhkan 3 hari. 
Keterangan : 
Y=YA 
T = TIDAK 

( 

( 

Pemohon 

) 
• 

• 
) 

Pendukung 
Ketetangan 

Kelengkapan Waktu Output 

Formulir Permintaan 1 (satu) hari Formufir Permintaan Pelayanan lnformasi dapat 
lnformasi, Fotocopy identitas lnformasi yang telah diisi dilakukan di sefuruh kantor CPO 
diri dari Pemohon informasi lengkap dan dilampiri Provinsi Bali (PPID Pelaksana) 

fotocopy identitas diri 

Formulir Permintaan 1 (satu) hari Surat Jawaban 1. Permintaan informasi diberikan 
lnformasi yang telah diisi Permintaan lnformasi apabila dokumen tersebut 
lengkap dan dilampiri (lnformasi dikuasai./tertluka 
fotocopy identitas diri diberikan/ditolak) 2. Permintaan lnformasi ditolak 

apablia dokumen belum 
dikuasasi/merupakan informas, 
yang dikecualikan 

Surat Jawaban Permintaan 1 (satu) hari Permintaan lnformasi Sesuai peraturan rentang waktu 
lnformasi (lnformasi terlayani memenuhi Permintaan informasi 
diberikan/ditolak) adalah 10 (sepupuh) hari kerja 

plus 7 hari perpanjangan. 
Apabila pemohon lidak puas dapat 
mengaJukan keberatan informasi 
ke Atasan PPIO. 



PEMERINTAH 
PROVINS! 
BALI 

DINAS 
KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA 
DAN 
STATISTIK 
PROVINS! 
BALI 


BIDANG 
INFORMASI 
DAN 
KOMUNIKASI 
PUBLIK 


DASAR 
HUKUM 
 : 

1. 
 Undang-Undang 
Nomor 
 11 
Tahun 
2008 
Tentang 
 lnformasi 
Dan 
 Transaksi 


Elektronik 
 (Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 
2008 
Nomor 
58, 

Tambahan 
Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Nomor 
4843) 
sebagaimana 

telah 
 beberapa 
 kali 
 diubah 
 terakhir 
 dengan 
Undang-Undang 
Nomor 
 1 

Tahun 
 2024 
tentang 
 Perubahan 
Kedua 
atas 
Undang-Undang 
Nomor 
 11 

Tahun 
2008 
tentang 
lnformasi 
dan 
Transaksi 
Elektronik 
(Lembaran 
Negara 

Republik 
 Indonesia 
Tahun 
 2024 
Nomor 
 1. 
Tambahan 
Lembaran 
Negara 

Republik 
Indonesia 
Nomor 
6905); 


2. 
 Undang-Undang 
Nomor 
14 
Tahun 
2008 
tentang 
Keterbukaan 
lnformasi 
 Publik 

(Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 
2008 
Nomor 
61, 
Tambahan 

Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Nomor 
4846); 


3. 
 Undang-Undang 
Nomor 
25 
Tahun 
2009 
tentang 
Pelayanan 
Publik 
(Lembaran 

Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 
2009 
Nomor 
112, 
Tambahan 
Lembaran 

Negara 
Republik 
Indonesia 
Nomor 
5038); 


4. 
 Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 
61 
Tahun 
2010 
tentang 
Pelaksanaan 
Undang­

Undang 
Nomor 
 14 
Tahun 
 2008 
 tentang 
 Keterbukaan 
 lnformasi 
 Publik 

(Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 
2010 
Nomor 
99, 
Tambahan 

lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Nomor 
5149); 


NOMORSOP 

TGL. 
PEMBUATAN 

TGL. 
REVISI 

TGL. 
EFEKTIF 

DISAHKAN 
OLEH 


NAMASOP 


B.14.000.8.3.3/12408/I 
KP 
/D.KOM 
INFOS 


30 
Desember 
2024 


2 
Januari 
2025 
-
31 
Desember 
2025 
, 
 Kepala 
Dinas, 


ANA 
S.T. 
M.T. 

1997031002 


PENDOKUMENTASIAN 
DAFTAR 

INFORMASI 
PUBLIK 


KUALIFIKASI 
PELAKSANA 
: 

1. 
Mempunyai 
kemampuan 
menganalisa 
lnformasi 

2. 
Mempunya 
dasar-dasar 
ilmu 
 administrasi 

3. 
Mempunyai 
kemampuan 
membuat 
konten 
informasi 
 publik 


(berita, 
infografis 
maupun 
videografis) 

4. 
Mempunyai 
ilmu 
komunikasi 
publik 
atau 
kehumasan 




5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 
lnformatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519); 

7. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 
lnformasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

8. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
lnformasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
lnformasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 
Nomor 75); 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan 
dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 



KETERKAITAN : PERALA TAN/PERLENGKAPAN : 
1. Pedoman untuk menerbitkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Bali 1. Alat Tulis Kantor 
2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 2. Komputer/printer/scanner 
3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 3. Jaringan Internet 
4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat 
5. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku atasan PPID 
6. Keberatan lnformasi 
7. PPID dan PPID Pelaksana 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Apabila tidak di dokumentasikan, rentan terjadi penyalahgunaan dan keakuratannya Oisimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 
(tanpa validasi) 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINS! 

No 

Keglatan PPID 

1 Penerimaan lnformasi dari 

berbagai sumber 

2 lnformasi publik diverifikasi 

dikelompokkan 
berdasarkan jenis dan 

tingkatannya. untuk di 

divalidasi, 

3 Diajukan ke pimpinan 

untuk divalidasi T 

y 

4 Pendokumentasian 

lnformasi Publik disediakan 

sesuai update informasi 

dan Permintaan lnformasi 

Publik 

5 Proses pendokumentasian 

dievaluasi secara berkala, 

Proses dokumentasi dan 

publikasi ke publik melalui 

media offline dan online 

Total waktu yang dibutuhkan 17 hari kerja. 

Keterangan : 
Y=YA 
T=TIDAK 

Pelaksana 

Petugas 

Tim Verlflkasl Pelayanan 

lnformasl 

I 
I 

,, 

~ 

~ 

Pendukung 

PPID 

Pelaksana/Sumber Kelengkapan Waktu Output 

lnformasl Lalnnya 
Drat 

pendokumentasian 

r K ) 5 hari kerja informasi publik 

Rekapitulasi Dokumen 

lnformasi Publik yang 

1 hari kerja akan di Verifikasi dan 

di Validasi 

Daftar drat 

Dokumentasi 

1 hari kerja lnformasi Publik 

Dokumen lnformasi 

5 hari kerja Publik yang sudah di 

Verifikasi dan di 

Validasi 

lnformasi publik 

dicatat dan disimpan 

5 hari kerja hard copy dan soft 

~c ) 
copy dalam berbagai 

media. 

Keterangan 

Menerima informasi 

publik dari berbagai 

sumber (PPID 

Pelaksana dan 

sumber resmi 

lainnya). 

Memastikan 

kebenaran dan 

keakuratan 

informasi publik 

Memvalidasi 

Dokumen dengan 

TTE Panther oleh 

PPID 

Mengelompokkan 

informasi publik 

berdasarkan jenis 

dan tingkatannya. 

Merawatdan 

menjaga agar tetap 

utuh dan mudah 

diakses. publik 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku. 













6 


PEMERINTAH 
PROVINS! 
BALI 


DINAS 
KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA 
DAN 
STATISTIK 
PROVINS! 
BALI 


BIDANG 
INFORMASI 
DAN 
KOMUNIKASI 
PUBLIK 


DASAR 
HUKUM 
: 

1. 
 Undang-Undang 
Nomor 
11 
Tahun 
2008 
Tentang 
lnformasi 
Dan 
 Transaksi 


Elektronik 
(Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 
2008 
Nomor 
58, 


Tambahan 
Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Nomor 
4843) 
sebagaimana 


telah 
 beberapa 
 kali 
 diubah 
 terakhir 
 dengan 
Undang-Undang 
Nomor 
 1 


Tahun 
2024 
tentang 
 Perubahan 
Kedua 
atas 
Undang-Undang 
Nomor 
 11 


Tahun 
2008 
tentang 
lnformasi 
dan 
Transaksi 
Elektronik 
(Lembaran 
Negara 


Republik 
Indonesia 
Tahun 
2024 
Nomor 
1. 
Tambahan 
Lembaran 
Negara 


Republik 
Indonesia 
Nomor 
6905); 

2. 
 Undang-Undang 
Nomor 
 14 
Tahun 
2008 
tentang 
 Keterbukaan 
 lnformasi 


Publik 
 (Lembaran 
 Negara 
Rep.ublik 
Indonesia 
Tahun 
2008 
Nomor 
 61, 


Tambahan 
Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Nomor 
4846); 


3. 
 Undang-Undang 
Nomor 
25 
Tahun 
2009 
tentang 
Pelayanan 
Publik 
(Lembaran 


Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 
2009 
Nomor 
112, 
Tambahan 
Lembaran 


Negara 
Republik 
Indonesia 
Nomor 
5038); 

4. 
 Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 
61 
Tahun 
2010 
tentang 
Pelaksanaan 
Undang­


Undang 
Nomor 
 14 
Tahun 
2008 
tentang 
 Keterbukaan 
 lnformasi 
 Publik 


(Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 
2010 
Nomor 
99, 
Tambahan 


__ 
Lerl!_b~an 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Nomor 
5149); 


NOMORSOP 

TGL. 
PEMBUATAN 

TGL. 
REVISI 

TGL. 
EFEKTIF 

DISAHKAN 
OLEH 


NAMASOP 


B.14.000.8.3.3/12417 
/I 
KP 
/D. 
KOM 
INFOS 


30 
Desember 
2024 


2 
Januari 
2025 
-
 31 
Desember 
2025 


tff' 
 Kepala 
Dinas, 


(

Ir.GEDE 
PRA~ANA, 
S.T., 
M.T. 

NIP. 
1968053 
 199703 
1002 


PENETAPAN 
DAN 
PEMUTAKHIRAN 
DIP 


KUALIFIKASI 
PELAKSANA 
: 

1. 
 Mempunyai 
kemampuan 
menganalisa 
permasalahan 
serta 


Mendokumentasikan 
Daftar 
lnformasi 
Publik 

2. 
 Memiliki 
kemampuan 
berkomunikasi 
dan 
koordinasi 
secara 


aktif 

3. 
 Memiliki 
Surat 
Tugas 
sebagai 
Petugas 
Pelayanan 
lnfromasi 


Publik 
dari 
PPID 
Pemerintah 
Provinsi 
Bali 




5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 4 Tahun 2024 
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 
Komunikasi dan lnformatika (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 519); 

7. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 
lnformasi Publik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

8. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
lnformasi Publik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, 
Tambahan Serita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 

lnformasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

(Serita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Serita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 

Nomor 75); 
12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan 

dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Atasan PPID 1. Lembar Kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. Kepala Dinas Komunikasi lnformatika dan Statistik Provinsi Bali selaku PPID 2. Dokumen Peraturan 

Provinsi Bali 3. Term Of Reference 
3. Sekretaris Dinas, Badan, Kabag, pada Biro/yang membidangi lnformasi dan 4. Alat Tulis Kantor 

Kehumasan 5. Komputer dan Pinter 
4. Petugas Pelayanan lnformasi PPID Pemerintah Provinsi Bali 6. Jaringan Internet 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Apabila tidak disusun, ditetapkan dan tidak dimutakhirkan, rentan terjadi keberatan 1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 
informasi oleh masyarakat. 2. Dipublikasikan melalui website dan media sosial 



., 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

No Kegiatan 
Atasan PPID 

1 Mengajukan usulan DIP ke PPID. 

PPID menugaskan Petugas 
Pelayanan lnformasi untuk 

rekap DIP 

2 Melakukan rekap DIP serta 
menyusun SK DIP untuk 
diajukan ke PPID 

3 PPID memeriksa drat SK DIP. 
Bila sudah sesuai Drat akan 
diajukan ke Atasan PPID untuk 
ditandatangani (TIE) 

4 Pengesahan DIP (TIE) ,. 

5 Pendokumentasian DIP dalam y 
bentuk hardcopy dan softcopy 

untuk disimpan(file) dan 
disebarluaskan/publikasi melalui 

website PPID dan Badan Publik 
(PPID Pelaksana). 

Total waktu yang dibutuhkan 26 hari kerja. 
Keterangan : 
Y=YA 
T=TIDAK 

Pelaksana 

Petugas 
PPID Pelayanan 

lnformasi 

L 
1-

A 

T 

/ ·v, 
T I 

y 

,l 

T 

~ I ~ ~c ) rl 

Pendukung 

Keterangan 

PPID Pelaksana Kelengkapan Waktu Output 

Form Daftar 10 hari Draft DIP Usulan DIP berasal dari 

lnformasi Publik kerja PPID Pelaksana 
I ) (DIP) 
\ 

Drat DIP 10 hari Drat SK DIP Direkapitulasi 

kerja berdasarkan klasifikasi 
informasi 

Drat SK DIP 2 hari DIP, Nota Dinas Konsep SK DIP diajukan 
kerja Pengajuan DIP ke Atasan PPID untuk 

disahkan 

DIP, Nota Dinas 3 hari Surat Keputusan Sesuai Pasal 8 ayat 2 
Pengajuan DIP kerja Atasan PPID Atasan PPID berwenang 

tentang DIP menetapkan kebijakan 

Pemerintah Pemutakhiran DIP 

Provinsi Bali (TIE) dilakukan 2 kali dalam 1 
Tahun 

Surat Keputusan 1 hari DIP terpublish Disimpan dan 
Atasan PPID kerja disebarluaskan melalui 
tentang DIP media website dan 
Pemerintah media sosial 
Provinsi Bali (TTE) 













5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomo~ 157); 

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 
lnformatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519); 

7. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 
lnformasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

8. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
lnformasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Nomor S); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
lnformasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 
Nomor 75); 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan 
dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

1. Atasan PPID selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali 1. Lembar kerja/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Program 

2. PPID Kerja 

3. PPID Pelaksana 2. Komputer /printer/scanner 

4. Tim Pertimbangan 3. Term of Reference 
4. Peraturan 
5. Alat Tulis Kantor 
6. Jaringan Internet 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka permintaan informasi tidak akan Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

terlayani dengan baik 
2. Bila prosedur layanan tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 

3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap 

masyarakat menjadi negatif 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI PEMERINTAH DAERAH PROVINS! 

NO KEGIATAN 
ATASAN PPID 

1 PPID Pelaksana 
mengajukan usulan 
DIKke PPID. 

2 PPID melaksanakan 
rapat Uji Konsekuensi. 

3 Mengajukan Lembar , 
Pengujian ke Atasan 
PPID T 

y 
4 Publikasi DIK yang 

sudah ditandatangani 
Atasan PPID pada 
website oleh PPID dan 
PPID Pelaksana 

Total waktu yang dibutuhkan 7 hari 1 jam. 
Keterangan : 
Y=YA 
T=TIDAK 

PELAKSANA 

PPID PPID 
PELAKSANA 

r 

', 
I I I 

' 

( ) 

PENDUKUNG 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

DIK PPID Pelaksana 5 hari Daftar DIK PPID 
kerja Pelaksana 

- Daftar DIK 1 hari Drat Lembar 

- Undangan Rapa! kerja Pengujian 

- Dokumentasi 

- Neta Dinas 60 Menit SKDIK 
- Notulen Rapa! 

- Komputer 1 hari Publikasi/Web 
- Internet kerja 

- Website 
- SK 

KETERANGAN 

Draft usulan DIK 
oleh PPID 
Pelaksana 

Rapat bersama 
Tim 
Pertimbangan 
dan PPID 
Pelaksana untuk 
penyusunan 
Lembar 
Pengujian. 

Jika Atasan 
PPIDbelum 
menyetujui 
maka akan 
meminta 
penjelasan ke 
PPID. 





5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daeral:l (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 
lnformatika (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519); 

7. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 
lnformasi Publik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

8. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
lnformasi Publik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
lnformasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Serita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 
Nomor 75); 

11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan 
dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 



,....-

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

1. Pedoman untuk menerbitkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Bali 1. Alat Tulis Kantor 

2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 2. Komputer/printer/scanner 

3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 3. Jaringan Internet 

4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat 

5. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku atasan PPID 

6. Keberatan lnformasi 
7. PPID dan PPID Pelaksana 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila lnformasi Publik tidak disebarkan, rentan akan ada keberatan informasi Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

bahkan sampai sengketa informasi 

J 



I! 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINS! BALI 

Pelaksana 

No Keglatan PPID Kehumasan Tim Verlflkasl 

1 ldentifikasl lnformasi Publik 

yang akan diumumkan 

2 Verifikasi dan penyusunan 

materl lnformasi publik 

3 Persetujuan dan validasi T 

materi pengumuman -
~ 

y 

4 Publikasl lnformasl Publik 

( 

Total waktu yang dibutuhkan 5 (lima) hari kerja. 
Keterangan : 
Y=YA 
T = TIDAK 

T 

-. 

y 

) 

Petugas Pelayanan 

lnformasl 

r ) .. ' 

.... 

Pendukun1 

Kelengkapan Waktu Output 

lnformasl Publlk yang 1 harl kerja Draft lnformasl 

akan diumumkan Publlk 

lnformasl Publlk yang 2 harl kerja Materl dan draf 

akan dlumumkan, DIP lnformasl Publlk 

yang telah dlveriflkasi yang telah 

diveriflkasl 

Mater! pengumuman 1 hari kerja Mater! 

yang telah dlsusun Pengumuman yang 

serta peraturan yang telah dlsetujul dan 

terkait dlvalldasi 

Mater! pengumuman 1 hari kerja Konten lnformasi 

yang telah dlsetujul, Publlk yang telah 

jarlngan internet, serta dipubllkasikan, 

media publlkasl yang melalul website, 

tersedia media soslal .. 

Keterangan 

Dllakukan secara 

berkala, setiap saat 

atau lnsldental 

Memastlkan 

keakuratan dan 

keabsahan 

informasl. lnformasl 

berupa teks, 

lnfografls, video 

Memastlkan 

kesesuaian dengan 

kebijakan dan 

peraturan 

Memperhatikan 

Akseslbllitas bagl 

Penyandang 

Dlsabilltas 

menggunakan 

bahasa Indonesia 

yang balk dan 

benar; mudah 

dipahami. 









































 

 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 
       

  NOMOR SOP : B.14.000.8.3.3 /12147/TI/D.KOMINFOS 

 TGL. 
PEMBUATAN 
 
 

: 30 Desember 2024 

 TGL. REVISI 
 
 

:  
  TGL. EFEKTIF 

 
 

: 2 Januari 2025 - 31 Desember 2025 
  

DISAHKAN OLEH 
 

Kepala Dinas, 
 
 
 
 

Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T. 
NIP. 19680531 199703 1 002 

 
                               BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 

 
NAMA SOP 

 

 
Pengajuan Sub Domain BALIPROV.GO.ID Untuk 
Aplikasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Bali. 

DASAR HUKUM  : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE 
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali 

1. Mampu mengoperasikan Komputer 

2. Mampu mengkonfigurasi sub domain 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP PENGAJUAN VIRTUAL MACHINE (VM) 
2. SOP IT Security Assessment (ITSA) Mandiri 

1. Pergub/Kebijakan 
2. Komputer 
3. Nota Dinas 
4. User Akses 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1. Pastikan Kebijakan/aturan atas domain sudah terpenuhi. 
2. Sudah ditetapkan tim/pejabat yang bertanggung jawab terhadap domain. 

 
Disimpan sebagai data elektronik 



No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan Mutu Buku 

Kepala 
Dinas 

Kabid TI 
Tim 

Teknis   
UPTD PILD PD Kelengkapan Waktu Output Keterangan 

1 
PD mengajukan surat permohonan 
sub domain baliprov.go.id. 

     - Nama Domain dan IP 
Public 

- Dokumen IT Security 
Assessment (ITSA) 
Mandiri  

- Surat Pernyataan/ 
keterangan pengelola/ 
bertanggung jawab atas 
domain baliprov.go.id 

 

1 Menit 
Surat 
Permohonan 

 

2 
Kepala Dinas menugaskan Kepala 
Bidang TI untuk menindaklanjuti 
permohonan domain tersebut 

     

Disposisi 1-2 Jam Disposisi 

 

3 
Kepala Bidang TI memerintahkan 
Tim Teknis untuk melakukan kajian 
terkait permohonan domain. 

     

Disposisi 1 Jam Disposisi  

 

4 

Tim Teknis menganalisa 
pengajuan permohonan sub 
domain yang dijukan PD, dan 
melaporkan kepada Kabid TI 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 Hasil kajian telah memenuhi 
syarat. 
1. Dasar Hukum/kebijakan 
2. Data nama domain dan IP 

public. 
3. Hasil ITSA 
4. Surat Pernyataan/ 

keterangan pengelola/ 
bertanggung jawab atas 
domain baliprov.go.id 

1 Hari Nota Dinas 

 

6 

Jika hasil kajian permohonan 
domain memenuhi syarat, domain 
dibuat dan jika tidak permohonan 
domain ditolak. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Disposisi 1 Hari Disposisi 

 

T 

Y 

A B 



 
 
 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan Mutu Buku 

Kepala 
Dinas 

Kabid TI 
Tim 

Teknis   
UPTD PILD PD Kelengkapan Waktu Output Keterangan 

7 

Kepala Bidang IT menugaskan 
UPTD Layanan Digital membuat 
domain,  
 

     

Disposisi 1 Jam Disposisi 

 

8 
UPTD PILD membuat domain dan 
melaporkan Kembali kepada 
Kepala Bidang IT.  

     

Dokumen Informasi Domain 1-3 Jam 
Dokumen 
Informasi 
Domain 

 

9 
Kepala Bidang IT menugaskan Tim 
Teknis untuk menyampaikan ke PD 
bersangkutan 

     

Dokumen Informasi Domain 1-3 Jam 
Dokumen 
Informasi 
Domain 

 

10 
Tim Teknis menyampaikan bahwa 
domain sudah dibuat kepada PD 
bersangkutan 

     

Surat Pemberitahuan 1-3 Jam 
Surat 
Pemberitahu
an 

 

11 Selesai  

     

   

 

A B 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 
  

 NOMOR SOP : B.14.000.8.3.3 /12148/TI/D.KOMINFOS 

 TGL. 
PEMBUATAN 

 
 

: 30 Desember 2024 

 TGL. REVISI 
 
 

:  
  TGL. EFEKTIF 

 
 

: 2 Januari 2025 - 31 Desember 2025 
  

DISAHKAN OLEH 
 

Kepala Dinas, 
 
 
 
 
 

Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T. 
NIP. 19680531 199703 1 002 

 
                                 BIDANG  TEKNOLOGI INFORMATIKA 

 
NAMA SOP 

 

 
      PENGAJUAN VIRTUAL MACHINE (VM) 

DASAR HUKUM  : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik 
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali 
 

 
1. Kemampuan mengkonfigurasi VM 
2. Kemampuan Perangkat Jaringan dan server  
3. Mengolah Private cloud 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 
1. SOP Pengajuan Sub Domain Baliprov.go.id Untuk Aplikasi bersifat kusus 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali 
2. SOP Penghapusan Virtual Machine (VM) 
 

 
1. Pergub 
2. Komputer 
3. Nota Dinas 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 
Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima wajib dilakukan 
verifikasi lapangan, agar sesuai dengan peruntukan 

 
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksana Mutu Buku 
Kepala 
Dinas 

Kabid TI Tim Teknis  PD Kelengkapan Waktu Output 

1 
PD mengajukan surat permohonan Virtual 
Machine dilengkapi dengan spesifikasi yang 
diperlukan  

    Informasi  
Spesifikasi VM yang 
diperlukan 

1 Menit 
Surat 
Permohonan 

2 
Kepala Dinas Menugaskan Kepala Bidang TI 
untuk menindaklanjuti permohonan VM 

    
Surat 
Permohonan 

1-2 Jam Disposisi 

3 
Kabid TI menugaskan Tim Infrastruktur dan 
Teknologi menindaklanjuti disposisi. 

    

 1 Jam Disposisi 

4 
tim teknis untuk melakukan kajian 
ketersediaan Resource Pusat Kendali 
dengan kebutuhan PD 

    

 1 Hari Nota Dinas 

5 
Kabid TI memverivikasi hasil kajian Tim 
Teknis untuk memproses permintaan VM. 

    

Spesifikasi yang 
diperlukan 

1 Hari Disposisi 

6 Tim teknis melakukan Create VM 

    
Disposisi 
Persetujuan 

1 Hari VM 

7 Membuat Berita Acara Serah Terima VM  
    

 1 Jam 
Draf berita 
Acara Serah 
Terima VM 

8 Menyerahkan Berita Acara Serah Terima VM 

    

 5 Menit 
Berita Acara 
Serah Terima 
VM 

9 Selesai 

    

   

Y 

T 



 
 
 
 
 

 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 
  

 NOMOR SOP : B.14.000.8.3.3 /12146/TI/D.KOMINFOS 

 TGL. 
PEMBUATAN 

: 30 Desember 2024 

 TGL. REVISI :  
  TGL. EFEKTIF 

 
 

: 2 Januari 2025 - 31 Desember 2025 
  

DISAHKAN OLEH 
 

Kepala Dinas, 
 
 
 
 
 

Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T. 
NIP. 19680531 199703 1 002 

 
                                 BIDANG  TEKNOLOGI INFORMATIKA 

 
NAMA SOP 

 

 
      PENGHAPUSAN VIRTUAL MACHINE (VM) 

DASAR HUKUM  : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik 
4. Peraturan Gubernur Bali Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali 
 

 
1. Kemampuan mengkonfigurasi VM 
2. Kemampuan Perangkat Jaringan dan server  
3. Mengolah Private cloud 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 
1. SOP Permintaan Domain  Baliprov 
2. SOP Penghapusan Virtual Machine (VM) 
3. SOP Aplikasi ke PDNS 

 
1. Juklak dan Juknis 
2. Pergub 
3. Komputer 
4. Nota Dinas 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 
Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima wajib dilakukan 
verifikasi lapangan, agar sesuai dengan peruntukan 

 
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksana Mutu Buku 

Kepala Dinas Kabid TI 
Tim 

Teknis 
PD Kelengkapan Waktu Output 

1 
Kepala Dinas mengundang PD terkait 
untuk melakukan evaluasi penggunaan 
VM masih digunakan  

    

Laporan hasil 
Evaluasi 

1 Menit Surat Undangan 

2 
PD mengkonfirmasi apakah masih 
menggunakan Layanan VM. 

    

Data VM yang 
akan di hapus 

1 Hari Berita Acara  

3 
Kapala Dinas Menugaskan Kbaid TI untuk 
melakukan penghapusan VM 

    

 5 Menit Disposisi 

4 
Kabid TI Menugaskan Tim Teknis 
melakukan Penghapusan VM 

    

 5 Menit Disposisi 

5 Tim Teknis melakukan Penghapusan VM 

   
 
 
 
 

 

 1 Hari 
Laporan 
Penghapusan VM 

6 Seleai 

    

   





PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA

NOMOR SOP : B.14.000.8.3.3/12145/TI/D.KOMINFOS
TGL.
PEMBUATAN

: 29 November 2024

TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 02 Januari - 31 Desember 2025
DISAHKAN
OLEH

: Kepala Dinas,

Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
NIP. 19680531 199703 1 002

NAMA SOP : Penetapan Proses Bisnis Layanan/Aplikasi
yang bersifat khusus di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 233);

1. Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik
2. Bidang Teknologi lnformatika
3. UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital
4. Tim Sistem Pemerintahan Berbasis· Elektronik Dinas Komunikasi,

lnformatika dan Statistik yang terdiri dari Pegawai ASN dan/atau
non ASN dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai
bidang tugasnya



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor)

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 44);

7. Keputusan Gubernur Bali Nomor NOMOR 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan
Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali
Smart Island Berlandaskan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan
Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru 2023-2027

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengembangan Sistem/Aplikasi yang bersifat khusus di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Bali;
2. SOP Penambahan Fitur Sistem/Aplikasi yang bersifat khusus di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Bali;
3. SOP System Internal Test (SIT)
4. SOP User Acceptance Testing (UAT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

1. Perangkat Komputer
2. Perangkat Virtual Meeting
3. Perangkat Percetakan
4. Layanan Internet
5. ATK
6. Lisensi/Sistem Aplikasi Terkait

PEMBAHARUAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Pembaharuan terkait SOP ini meliputi:
1. Belum terdapat SOP Penetapan Proses Bisnis yang bersifat khusus di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali.

2. Perubahan Struktur Organisasi

Pencatatan dan pendataan serta monitoring progress dilakukan
melalui sistem manajemen proyek dan/atau pencatatan manual
secara digital

PERINGATAN :
Penyusunan dan penentuan dalam analisis kebutuhan, proses bisnis dan konfirmasi kebutuhan akan menjadi dasar pengembangan sistem/aplikasi. Hasil pengujian
pengguna akan menentukan kelancaran pelaksanaan implementasi.



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) PENETAPAN PROSES BISNIS LAYANAN/APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA

N
o KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
KA.

DINAS
KABID
TI

KA
UPTD
PILD

Tim Uji
Probis
Aplikasi

Unit Kerja
Pemohon BIRO

ORG KELENGKAPAN WAKTU OUT PUT

1. Unit Kerja Pemohon
mengajukan permohonan
usulan pembuatan /
pengembangan /
penyesuaian
Sistem/Aplikasi yang
bersifat khusus secara
tertulis melalui aplikasi
Kantor Virtual Bali kepada
Kadis Kominfos

Diantaranya
dapat berupa :
1. Surat

Permohonan
2. Dokumen

Usulan
Proses Bisnis

±60 Menit Surat
Permohonan
dengan
melampirkan
Usulan
Dokumen
Proses Bisnis
Layanan/Aplik
asi.

Acuan Dokumen:
1. Peraturan

Perundangan terkait
2. Dokumen Arsitektur

dan Peta Rencana
SPBE

3. Dokumen Probis
Pemprov Bali

4. Dokumentasi terkait
proses bisnis Aplikasi
Existing untuk
penambahan modul
aplikasi yang sudah
ada.

2. Kepala Dinas Kominfos
menerima permohonan
melalui Kantor Virtual
kemudian mendisposisi ke
Bidang TI

Disposisi ± 60 Menit Disposisi

a



N
o KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
KA.

DINAS
KABID
TI

KA
UPTD
PILD

Tim Uji
Probis
Aplikasi

Unit Kerja
Pemohon BIRO

ORG KELENGKAPAN WAKTU OUT PUT

3. Melaluii Bidang TI
mengirim tembusan ke Tim
Uji Proses Bisnis untuk
Melakukan verifikasi
bersama usulan Proses
Bisnis yang diajukan oleh
unit pemohon

Disposisi ± 60 Menit Disposisi

4. Tim Uji Proses Bisnis
memeriksa kelengkapan
dokumen, Jika dokumen
tidak lengkap, Unit Kerja
Pemohon diminta
melakukan
menyempurnakan kembali.
Apabila dokumen
lengkap, melalui Bidang TI
mengundang unit
pemohon melakukan
pembahasan lanjutan
terkait Proses Bisnis

Diantaranya
dapat berupa :
1. Dokumen

Usulan
Proses Bisnis

2. Template
Penetapan
Proses Bisnis

3. Surat
Undangan

tentatif Surat
Undangan

Pembahasan:
1. Kelengkapan

Dokumen
2. Kesesuaian Dokumen

a

b

Tidak

Ya



N
o KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
KA.

DINAS
KABID
TI

KA
UPTD
PILD

Tim Uji
Probis
Aplikasi

Unit Kerja
Pemohon BIRO

ORG KELENGKAPAN WAKTU OUT PUT

5. Tim Uji Proses Bisnis dan
Unit Kerja Pemohon
melakukan pembahasan
dan Penyesuaian Usulan
Proses Bisnis
Layanan/aplikasi yang
diajukan.

Diantaranya
dapat berupa :
1. Dokumen

Usulan
Proses Bisnis

2. Template
Penetapan
Proses Bisnis

tentatif Dokumen
Probis yang
telah
disesuaikan

1. Pembahasan:
2. Kelengkapan

Dokumen
3. Kesesuaian Dokumen
4. Analisis Kebutuhan

Sistem
5. Komitmen

Keberlangsungan
Layanan

5. Apabila Dokumen Proses
Bisnis belum sesuai
dengan ketentuan maka
Unit Kerja Pemohon
melakukan penyesuaian
kembali Dokumen Proses
Bisnis. Apabila telah
sesuai dengan ketentuan
maka dilanjutkan dengan
proses Penetapan Proses
Bisnis oleh Unit Kerja
Pemohon

Diantaranya
dapat berupa :
1. Dokumen

Usulan
Proses Bisnis

2. Dokumen
Kebijakan
Terkait

3. Template
Penetapan
Proses Bisnis

tentatif Dokumen
Probis yang
telah
disesuaikan

Pembahasan dokumen
dapat dilakukan secara
berkala melalui
komunikasi informal
(group whatsapp,
telegram. pertemuan
langsung, dll)

6. Unit Kerja Pemohon
menyampaikan Proses
Bisnis yang telah
ditetapkan melalui Kantor
Virtual ke Kepala Dinas
Kominfos ditembuskan ke
Biro Organisasi

± 60 Menit Dokumen
Proses Bisnis
yang telah
ditetapkan

Ya

Tidak

b

c



N
o KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
KA.

DINAS
KABID
TI

KA
UPTD
PILD

Tim Uji
Probis
Aplikasi

Unit Kerja
Pemohon BIRO

ORG KELENGKAPAN WAKTU OUT PUT

7. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Provinsi Bali mendisposisi
Proses Bisnis yang telah
ditetapkan ke Kabid TI
untuk arsip dan ke Kepala
UPTD PLID untuk
dilanjutkan implementasi
sistem.

± 60 Menit Dokumen
Proses Bisnis
yang telah
ditetapkan

8. Selesai

d



 

 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 
 

NOMOR SOP : B.14.000.8.3.3/12149/TI/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 30 Desember 2024 
TGL. REVISI : - 

TGL. EFEKTIF : 01 Januari 2025 - 31 Desember 2025 
DISAHKAN OLEH : Kepala Dinas, 

 
 
 
 

Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T. 
NIP. 19680531 199703 1 002 

NAMA SOP : 

 

PERMOHONAN JARINGAN INTRA 
PEMERINTAH BARU 
 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan nformasi Publik;  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

5. Peraturan Menteri Komunkasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 
Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 
Komunikasi Dan Informatika 

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali. 
 
 

 

1. Kemampuan Teknis untuk Membangun Koneksi Jaringan 

2. Kemampuan Konfigurasi Perangkat Jaringan 

3. Kemampuan Perangkat Jaringan Server 

4. Mengelola Perangkat Berbasis Cloud 



7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

 

KETERKAITAN :  PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP PENANGANAN MASALAH JARINGAN INTRA PEMERINTAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI 

 

1. Switch 

2. Router 

3. Firewall 

4. Laptop 

5. Peralatan Jaringan 
 

PEMBAHARUAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Pembaharuan terkait SOP ini meliputi: 

1. Perubahan Struktur Organisasi 

2. Penyesuaian prosedur dan kelengkapan 

1. Mengisi seluruh data dalam formulir yang diperlukan 

PERINGATAN : 

1. Batasan jaringan yang ditangani adalah jaringan yang menghubungkan OPD ke Pusat Data, tidak termasuk jaringan internal/lokal di 
lingkungan OPD 

2. Pastikan kabel jaringan yang terkait sudah terpasang dan berfungsi dengan baik 

3. Memastikan koneksi berfungsi dengan baik 

  



Y 

T 

 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

PD 
Kepala 
Dinas 

Kabid TI Ketua Tim Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output 

1 OPD mengajukan surat permohonan 
koneksi jaringan intra pemerintah baru 
secara tertulis/aplikasi Kantor Virtual 
kepada Diskominfos 

     Surat 
Permohonan 
dengan 
melampirkan 
kontak PIC 

 Surat 
Permohonan 

2 Kepala Dinas mendisposisikan kepada 
Kepala bidang Tekologi Informatika 

     Surat 
Permohonan 

1-2 Jam Disposisi 

3 Kepala Bidang Teknologi Informatika 
menindaklanjuti laporan dan 
memberikan disposisi kepada Ketua Tim 
Jaringan 

     Disposisi 1 Jam Disposisi Turunan 
kepada Ketua Tim 
Jaringan 

4 Ketua Tim Jaringan Intra Pemerintah 
menindaklanjuti dengan menugaskan 
tim teknis untuk melakukan 
pemeriksaan spesifikasi permohonan, 
peruntukan, ketersediaan bandwidth, 
dan IP address untuk konksi yang 
dimohonkan 

     Disposisi 30 Menit Penugasan 
Kepada Tim 
Teknis 

5 Tim teknis melakukan pemeriksaan. Jika 
hasil pemeriksaan ditolak/tidak tersedia, 
maka Tim Teknis melaporkan kepada 
Ketua TIM Jaringan Intra Pemerintah 
dan membuat draft surat balasan 
kepada OPD Pemohon dan jika 
diterima/tersedia maka staf 
menginformasikan kepada pemohon 
untuk mengisi formulir dokumen 
kelengkapan berupa pendataan hal 
yang dimohonkan. 

     Formulir 
dokumen 
permohonan 
jaringan Intra 
Pemerintah 
Daerah 

1 Hari laporan 
pemeriksaan 
spesifikasi 

 

a 



 
6 

Tim teknis/vendor membuat koneksi 
sesuai permohonan dan memberikan 
alamat IP dengan mengacu kepada 
daftar pengguna IP jaringan dan 
memasukkan ke dalam sistem 
monitoring serta membuat berita acara/ 
laporan hasil pekerjaan 

      
Hasil 
assesment 

 

1-3 Hari 

 
Laporan hasil 
pekerjaan 

7 Jaringan Intra Pemerintah untuk OPD 
terkait sudah tersambung, kemudian 
laporan disampaikan secara berjenjang 
ke OPD terkait melalui kantor virtual 

      1 Jam Laporan hasil 
pekerjaan 

          

 

 

a 

 



 

 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 
 

NOMOR SOP : B.14.000.8.3.3/12150/TI/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 30 Desember 2024 
TGL. REVISI : - 

TGL. EFEKTIF : 01 Januari 2025 - 31 Desember 2025 
DISAHKAN OLEH : Kepala Dinas, 

 
 
 
 

Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T. 
NIP. 19680531 199703 1 002 

NAMA SOP : 

 

PENANGANAN MASALAH JARINGAN 
INTRA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINSI BALI 
 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan nformasi Publik;  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

5. Peraturan Menteri Komunkasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 
Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 
Komunikasi Dan Informatika 

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali. 
 
 

 

1. Kemampuan Teknis untuk Memperbaiki Jaringan Intra 

2. Kemampuan Konfigurasi Perangkat Jaringan 

3. Kemampuan Perangkat Jaringan Server 

4. Mengelola Perangkat Berbasis Cloud 



7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

 

KETERKAITAN :  PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP PERMOHONAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH BARU 
 

1. Switch 

2. Router 

3. Firewall 

4. Laptop 

5. Peralatan Jaringan 
 

PEMBAHARUAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Pembaharuan terkait SOP ini meliputi: 

1. Perubahan Struktur Organisasi 

2. Penyesuaian prosedur dan kelengkapan saat melaporkan gangguan 

1. Mengisi seluruh data dalam form penanganan masalah 

PERINGATAN : 

1. Batasan permasalahan yang ditangani adalah jaringan yang menghubungkan OPD ke Pusat Data, tidak termasuk jaringan internal/lokal di 
lingkungan OPD 

2. Pastikan kabel jaringan yang terkait sudah terpasang dan berfungsi dengan baik 

3. Memastikan koneksi Client  & Server berfungsi dengan baik 

  



Y 

T 

 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

PD Kepala Dinas Kabid TI 
Ketua 
Tim 

Tim 
Teknis 

Rekanan/ 
Penyedia 

Kelengkapan Waktu Output 

1 PD melaporkan secara Lisan 
maupun Tertulis kepada Diskominfos 
jika terjadi permasalahan jaringan 
pada instansinya. 

      Surat 
Permohonan 
dengan 
melampirkan 
kontak PIC 
yang dapat 
dihubungi 

 Surat 
Permohonan 

2 Kepala Dinas Menugaskan Kepala 
Bidang Teknologi Informatika untuk 
menindaklanjuti laporan 
permasalahan yang diterima 

      Surat 
Permohonan 

1-2 Jam Disposisi 

3 Kepala Bidang Teknologi Informatika 
menindaklanjuti laporan dan 
memberikan disposisi kepada Ketua 
Tim Jaringan 

      Disposisi 1 Jam Disposisi Turunan 
kepada Ketua Tim 
Jaringan 

4 Ketua Tim Jaringan menindaklanjuti 
dengan menugaskan tim teknis untuk 
melakukan pengecekan/assesment 
di lokasi 

      Disposisi 30 Menit Penugasan 
Kepada Tim 
Teknis 

5 Tim teknis melakukan pengecekan & 
perbaikan terhadap masalah yang 
ada. Apabila dapat diperbaiki oleh 
tim, maka laporan dianggap selesai. 
Namun, jika permasalahan tidak 
dapat diatasi, maka akan diserahkan 
kepada rekanan yang ditunjuk untuk 
penanganan lebih lanjut 
 

      Alat perbaikan 
jaringan 

1 Hari Hasil assesment/ 
perbaikan 
lapangan 

 

a b 



 
6 

 
Tim teknis/vendor membuat laporan 
mengenai identifikasi dan hasil 
penanganan masalah yang 
kemudian disampaikan kepada 
Ketua Tim Jaringan 
 

       
Hasil 
assesment/ 
perbaikan 
lapangan 

 
1-2 Jam 

 
Laporan 
identifikasi dan 
penanganan 
masalah 

7 Masalah diselesaikan oleh Tim 
teknis/vendor kemudian laporan 
disampaikan ke PD terkait melalui 
kantor virtual/ WA Group 

      Laporan 
identifikasi dan 
penanganan 
masalah 

1 Jam Laporan 
identifikasi dan 
penanganan 
masalah 

           

 

 

a b 

 



 

 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 
 

NOMOR SOP : B.14.000.8.3.3/12151/TI/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 30 Desember 2024 
TGL. REVISI : - 

TGL. EFEKTIF : 01 Januari 2025 - 31 Desember 2025 
DISAHKAN OLEH : Kepala Dinas, 

 
 
 
 

Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T. 
NIP. 19680531 199703 1 002 

NAMA SOP : 

 

FASILITASI RAPAT VIRTUAL (VIDEO 
CONVERENCE) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan nformasi Publik;  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

5. Peraturan Menteri Komunkasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 
Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 
Komunikasi Dan Informatika 

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali. 
 
 

 

1. Kemampuan Teknis Mengoperasikan Perangkat dan 
Aplikasi Vidcon 

2. Kemampuan Konfigurasi Perangkat Vidcon 

3. Kemampuan Teknis untuk Memperbaiki Jaringan Intra 



7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

 

KETERKAITAN :  PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP PENANGANAN MASALAH JARINGAN INTRA PEMERINTAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI 

 

1. Laptop 

2. Kamera 

3. Switch 

4. Kabel-kabel 

5. Peralatan Sound 

6. Peralatan Jaringan 
 

PEMBAHARUAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Pembaharuan terkait SOP ini meliputi: 

1. Perubahan Struktur Organisasi 

2. Penyesuaian prosedur dan kelengkapan 

1. Mengisi seluruh data dalam form penanganan masalah 

PERINGATAN : 

1. Pastikan perangkat terkait vidcon berfungsi dengan baik 

2. Pastikan kabel jaringan yang terkait sudah terpasang dan berfungsi dengan baik 

  



 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

PD 
Kepala 
Dinas 

Kabid 
Humas 

Kabid TI Ketua Tim Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output 

1 OPD mengajukan 
permohonan fasilitasi 
Rapat Virtual 
(Vidcon)/Live Streaming 
kepada Diskominfos 

      Surat 
Permohonan 
dengan 
melampirkan 
kontak PIC 
yang dapat 
dihubungi 

 Surat 
Permohonan 

2 Kepala Dinas 
Mendisposisikan Kepala 
Bidang Humas Pubdok 
dan Kepala Bidang 
Teknologi Informatika 

       1-2 Jam Disposisi 

3 Kepala Bidang 
meneruskan disposisi ke 
masing-masing ketua 
TIM untuk difasilitasi 

       1 Jam Disposisi Turunan 
kepada Ketua Tim 

4 Masing-masing ketua 
tim menugaskan tim 
teknis yang akan 
bertugas sekaligus 
mengintruksikan untuk 
menyiapkan perangkat 
yang diperlukan 

       30 Menit Penugasan 
Kepada Tim 
Teknis 

5 Tim teknis melakukan 
persiapan dan 
pengecekan 1 jam 
sebelum acara dimulai 
untuk memastikan 
peralatan berfungsi baik. 

      Peralatan 
Vidcon dan 
Peralatan 
Jaringan 

1 Jam Peralatan 
berfungsi dengan 
baik dan siap 
digunakan. 

 

a 



 
6 

 
Tim teknis 
melaksanakan tugas  
fasilitasi Rapat Virtual 
(Video Confrence) 
Pimpinan 
 

       
Hasil 
assesment/ 
perbaikan 
lapangan 

 
Mengikuti 
waktu 
rapat 
virtual 

 
Laporan 
identifikasi dan 
penanganan 
masalah 

7 Tim teknis melakukan 
dokumentasi Rapat 
Virtual (Video 
Confrence) Pimpinan 
sebagai laporan hasil 
pekerjaan 

       Mengikuti 
waktu 
rapat 
virtual 

Dokumentasi 
kegiatan Rapat 
Virtual (Video 
Confrence)  

8 Tim teknis membuat 
laporan pelaksanaan 
fasilitasi baik secara 
lisan maupun tertulis 
kepada Atasan 

       30 Menit laporan fasilitasi 
Rapat Virtual 
(Video Confrence) 
Pimpinan 

           

 

 

 

a 





6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 233); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita 

Rahasia Melalui Proses Persandian Dan Telekomunikasi; 

8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian 

Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 93); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021  Nomor 44); 

11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan 

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island 

Berlandaskan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta 

Berencana Menuju Bali Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
-  1. Komputer/Laptop  

2. Hard disk Eksternal 
3. Naskah dinas biasa 
4. Jaringan Internet  
5. Agenda Surat 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
- Email sanapati dibuat dan difasilitasi oleh BSSN. Jika terjadi gangguan pada server BSSN 

maka seluruh sirkulasi kirim terima email sanapati tidak akan dapat berjalan sesuai SOP. 
Lamanya waktu pemulihan layanan sangat tergantung pada BSSN. 

- Gangguan infrastruktur dan SDM pada SOP ini berpotensi pengiriman informasi tidak dapat 
dilakukan sesuai waktu penyelesaian seharusnya. 

- Arsip naskah dinas biasa dan diamankan di Hard disk eksternal yang 
tersimpan dalam Tempat Kerja Sandi (TKS) 

- Admin Sanapati melaporkan rekap surat masuk/keluar dari email sanapati 
setiap bulan berbentuk Nota Dinas kepada Kepala Dinas Kominfos melalui 
Kepala Bidang Persandian 



SOP Penerimaan dan Penerusan Informasi pada Email Sanapati Pemprov Bali 
Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS  

KABID 
PERSANDIAN 

ADMIN 
SANAPATI 

K/L/D KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 
Mulai. Admin Sanapati melakukan 
monitoring penerimaan informasi 
pada email Sanapati 

 

  

 
 Email Sanapati  Informasi 

Monitoring 
dilakukan setiap 
hari 

2 

Jika ADA naskah dinas yang 
diterima dari email Sanapati yang 
diterima, maka Admin Sanapati 
meneruskan naskah dinas tersebut. 
Jika TIDAK ADA, Admin Sanapati 
kembali melakukan monitoring 

   

 

Email Sanapati  
File naskah 
dinas 

 

3 
Admin Sanapati mengecek tujuan 
pada naskah dinas yang dikirim 
melalui email Sanapati 

   

 

File naskah dinas 5 menit 
File naskah 
dinas 

 

4 

Jika ditujukan ke Dinas Kominfos, 
naskah dinas diteruskan ke Kadis 
Kominfos. Jika tidak ditujukan ke 
Dinas Kominfos, infomasi 
diteruskan ke K/L/D sesuai tujuan 

    

File naskah dinas 10 menit 
File naskah 
dinas 

 

5 

Kadis Kominfos menerima naskah 
dinas yang diteruskan oleh Admin 
Sanapati 

    
File naskah dinas  Informasi  

6 K/L/D menerima naskah dinas yang 
diteruskan oleh Admin Sanapati 

    
File naskah dinas  

Status kirim 
Sanapati 

 

7 

Admin Sanapati mencatat di agenda 
surat serta melapor ke Kabid 
Persandian melalui WAG Bidang 
Persandian 

    

File naskah dinas, 
Status kirim 
Sanapati, 
Informasi 

10 menit 
Agenda 
surat 

Laporan :  
tanggal surat, 
asal, tujuan dan 
status terkirim 

PENERIMAAN 
NASKAH DINAS 

ADA 

TIDAK 

PENERUSAN 
NASKAH DINAS 

DINAS KOMINFOS 

K/L/D SESUAI TUJUAN 

A 

MULAI 



NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS  

KABID 
PERSANDIAN 

ADMIN 
SANAPATI 

K/L/D KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

8 
Kabid Persandian menerima 
laporan dan menugaskan Admin 
Sanapati untuk mengarsipkan 

    

Agenda surat 5 menit Laporan WA  

9 Admin Sanapati mengarsipkan file 
naskah dinas di Hard disk eksternal 

    Agenda surat, 

Naskah Dinas 5 menit Arsip 
 

10 Selesai 

    

    

 

Waktu penyelesaian :  25 Menit, diluar waktu Admin Sanapati melakukan monitoring 

A 

SELESAI 





7. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan 

Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1724); 

8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Persandian 

Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 93); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali; 

11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan 

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island 

Berlandaskan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta 

Berencana Menuju Bali Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

-  1. Komputer/Laptop 
2. Kamera 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

- Isi informasi agar menghindari menyertakan informasi pribadi, rahasia perusahaan, atau 
data pelanggan. Pastikan informasi berasal dari sumber tepercaya dan valid. Gunakan 
materi yang memiliki izin atau bersifat bebas hak cipta. Verifikasi setiap informasi sebelum 
dipublikasikan. Hindari kata-kata yang menyesatkan atau menimbulkan kepanikan. 
 

- Tim Konten Persandian melaporkan rekap publikasi konten selama satu 
tahun kepada Kadis Kominfos melalui Kabid Persandian dalam bentuk 
laporan kegiatan kehumasan. 

 

 



SOP Pembuatan dan Publikasi Konten Literasi 

Ruang Lingkup: Diskominfos Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KABID 
PERSANDIAN 

KATIM DI 
BIDANG 

PERSANDIAN 

TIM KONTEN 
PERSANDIAN 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 
Mulai. Kabid Persandian menugaskan 
Katim di Bidang Persandian untuk 
membuat konten literasi 

     
Form 
Penugasan, 
Disposisi 

WAG Bidang 

2 
Katim di Bidang Persandian mendisposisi 
ke Tim Konten Persandian untuk tindak 
lanjut 

   

Form 
Penugasan, 
Disposisi Kabid 
Persandian 

5 menit Disposisi  

3 
Tim Konten Persandian membuat dan 
mengajukan draft konten 

   
Disposisi Katim 
di Bidang 
Persandian 

tentatif Draft konten 
Maksimal 2 hari 
kerja 

4 

Katim di Bidang Persandian melakukan 
review. Jika draft konten belum sesuai 
akan dikembalikan ke Tim Konten 
Persandian untuk melakukan tindaklanjut 
perbaikan draft konten. Jika telah sesuai 
akan diajukan ke Kabid Persandian  

   Draft konten tentatif Draft konten 
Maksimal 1 hari 
kerja 

5 

Kabid Persandian melakukan Review. 
Jika draft konten belum sesuai akan 
dikembalikan ke Katim di Bidang 
Persandian. Jika telah sesuai akan 
didisposisi ke Katim untuk publikasi 

 
 

 Draft konten tentatif Disposisi 
Maksimal 1 hari 
kerja 
 

6 
Katim mendisposisi kepada Tim Konten 
Persandian untuk melakukan publikasi 
konten 

   
Draft konten, 
Disposisi 

5 menit 
Konten, 
Disposisi 

 

7 
Tim Konten Persandian mempublikasikan 
konten keamanan informasi. Selesai. 

   
Konten, 
Disposisi 

30 menit Publikasi konten  

    
Waktu Penyelesaian : 5 hari kerja 

  

  BELUM SESUAI 
SESUAI 

REVIEW 

REVIEW 

SESUAI 

MULAI 

SELESAI 

BELUM SESUAI 





7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2017 Nomor 93); 

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021  Nomor 44); 

9. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta 

Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island Berlandaskan 

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali 

Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 1. Komputer/Laptop  

2. Tools Kali Linux, BurpSuite (atau sejenisnya) 

3. Jaringan Internet  

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

- Pelaksanaan diatur dengan Non-Disclosure Agreement (NDA). Pelanggaran terhadap NDA 

dapat membocorkan informasi terkait aplikasi sehingga memungkinkan untuk eksploitasi 

aset 

- Tim ITSA melaporkan pelaksanaan ITSA setiap tahun berbentuk Nota 
Dinas kepada Kepala Dinas Kominfos melalui Kepala Bidang 
Persandian 



SOP Layanan ITSA Mandiri 

Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN  

KABID TI TIM ITSA 
PERANGKAT 

DAERAH 
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 
Mulai. Perangkat Daerah 
mengajukan Permohonan ITSA 
kepada Kadis Kominfos 

 
 

 
    

Surat 
permohonan  

 

2 

Kadis Kominfos mendisposisi 
Permohonan ITSA kepada 
Kabid Persandian 

  

 

  
Surat 
permohonan 

5 Menit Disposisi  

3 

Kabid Persandian mendisposisi 
kepada Tim ITSA untuk 
melakukan persiapan awal 

  

 

  
Surat 
permohonan 

5 Menit Disposisi  

4 

Tim ITSA berkoordinasi dengan 
Perangkat Daerah terkait 
kesiapan testing environment 
milik Perangkat Daerah 

  

 
 

 
Surat 
permohonan 

tentatif   

5 

Tim ITSA membuat dan 
mengajukan draft surat 
permintaan penyediaan testing 
environment di infrastruktur 

Pemprov Bali kepada Kabid TI  

  

 

  

Surat 
permohonan, 
Spesifikasi 
server 

60 Menit 
Draft surat 
permintaan  

 

6 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan ke Tim ITSA, 
jika telah sesuai akan diajukan 
ke Kadis Kominfos 

  

 

  
Draft surat 

permintaan 
30 Menit 

Surat 
permintaan 

 

7 
Kadis Kominfos mendisposisi 
surat kepada Kabid TI untuk 
memfasilitasi 

     
Surat 
permintaan 

30 Menit Disposisi  

8 
Kabid TI menginformasikan ke 
Kabid Persandian tentang status 
testing environtment 

     

Disposisi Kadis 
Kominfos, 
IP/URL, user 
pass SSH root 

tentatif 
Informasi 
testing 
environment 

tergantung Bidang 
TI 

9 
Kabid Persandian 
memerintahkan Tim ITSA untuk 
melakukan persiapan lanjutan 

     
IP/URL, user 
pass SSH root 
testing server 

5 Menit 
Informasi 
testing 
environment 

 

ADA 

TIDAK ADA 

A 

  

BELUM SESUAI SESUAI 
  

VERIFIKASI 

MULAI 

TESTING 

ENVIRONMENT 



NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN  

KABID TI TIM ITSA 
PERANGKAT 

DAERAH 
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

10. 

Tim ITSA membuat dan 
mengajukan draft Surat Perintah 
Tugas dan Surat Undangan 
Kick-Off Meeting kepada Kadis 

Kominfos melalui Kabid 
Persandian untuk dikirim ke 
Perangkat Daerah   

     
Surat 
permohonan 

60 menit 

draft surat 
perintah 
tugas, draft 

surat 
undangan 

 

11. 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan Tim ITSA, 
jika telah sesuai akan diajukan 
ke Kadis Kominfos 

     

draft surat 
perintah tugas, 
draft surat 
undangan 

30 menit 
pengajuan 
TTE 

 

12. 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 

akan dikembalikan Kabid 
Persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

     pengajuan TTE 30 menit 
pengajuan 
TTE 

 

13. 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft surat 

serta mengirimkan surat kepada 
Perangkat Daerah 

     pengajuan TTE 10 menit 

Surat 
perintah 
tugas, Surat 
undangan 

 

14. 

Perangkat Daerah dan Tim ITSA 
melakukan Kick-Off Meeting 
sekaligus Penandatanganan 
NDA 

  

 

  Form NDA tentatif NDA 

Penandatanganan 
NDA oleh Ketua 
Tim ITSA dan 
Perangkat Daerah 
menggunakan 
TTE 

15. 
Tim ITSA melakukan Kegiatan 
ITSA 

  

 

  

NDA, OWASP 
Framework, UU 

Nomor 27 Tahun 
2022 Tentang 
Pelindungan 
Data Pribadi 

5 Hari Hasil ITSA 

 

SESUAI TIDAK SESUAI 

B 

  

BELUM SESUAI 

SESUAI 
  

VERIFIKASI 

A 

VERIFIKASI 



C 

  

BELUM SESUAI 

SESUAI 
  

VERIFIKASI 

B 

VERIFIKASI 

BELUM SESUAI 
SESUAI 

  
VERIFIKASI 

SESUAI 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN  

KABID TI TIM ITSA 
PERANGKAT 

DAERAH 
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

16. 

Tim ITSA membuat dan 
mengajukan draft Surat 
Undangan Paparan Hasil ITSA 
kepada Kadis Kominfos melalui 
Kabid Persandian untuk dikirim 
ke Perangkat Daerah 

  

 

  Hasil ITSA 60 menit 
Draft Surat 

undangan 
 

17. 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan Tim ITSA, 
jika telah sesuai akan diajukan 
ke Kadis Kominfos 

     
Draft Surat 
undangan 

30 menit 
pengajuan 
TTE 

 

18. 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan Kabid 
Persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

     pengajuan TTE 30 menit 
pengajuan 
TTE 

 

19. 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft surat 
serta mengirimkan surat kepada 
Perangkat Daerah 

     pengajuan TTE 10 menit 
Surat 
Undangan 

 

20. 

Perangkat Daerah menghadiri 
pemaparan hasil ITSA oleh Tim 
ITSA sekaligus memberikan 
klarifikasi 

  

 

  
Surat undangan 
paparan hasil 
ITSA 

tentatif 
Paparan 
hasil ITSA 

 

21. 
Tim ITSA memfinalisasi dan 
mengajukan draft laporan ITSA 

ke Kabid Persandian 
     

Paparan hasil 
ITSA 

60 Menit 
Draft laporan 

ITSA 
 

22. 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft laporan ITSA. Jika belum 
sesuai akan dikembalikan ke 
Tim ITSA, jika telah sesuai akan 
lanjut TTE 

     
Draft laporan 
hasil ITSA 

30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

BELUM SESUAI 



D 

  

BELUM SESUAI 

SESUAI 

  
VERIFIKASI 

C 

VERIFIKASI BELUM SESUAI 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN  

KABID TI TIM ITSA 
PERANGKAT 

DAERAH 
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

23. 

Kabid Persandian 
menandatangani laporan ITSA 
dan mendisposisi ke Tim ITSA 
untuk mengajukan tandatangan 
laporan ITSA ke Perangkat 
Daerah. 

  

 

  Pengajuan TTE 10 Menit 
Laporan 
ITSA 

 

24. 
Tim ITSA mengajukan 
tandatangan laporan ITSA ke 
Perangkat Daerah 

  
 

  Laporan ITSA tentatif 
Laporan 
ITSA 

 

25. 

Perangkat Daerah 
menandatangani laporan ITSA 
dan mengembalikan ke Tim 
ITSA 

  

 

  Laporan ITSA tentatif 
Laporan 
ITSA 

TTD Tim ITSA, 
Kabid Persandian 
dan Perangkat 
Daerah 

26. 

Tim ITSA membuat dan 
mengajukan draft surat 

pengantar laporan ITSA kepada 
Kadis Kominfos melalui Kabid 
Persandian untuk dikirim ke 
Perangkat Daerah 

  

 

  Laporan ITSA 60 menit 
Draft Surat 
pengantar 

 

27. 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan Tim ITSA, 
jika telah sesuai akan diajukan 
ke Kadis Kominfos 

     
Draft Surat 
undangan 

30 menit 
pengajuan 
TTE 

 

28. 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 

akan dikembalikan Kabid 
Persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

     pengajuan TTE 30 menit 
pengajuan 
TTE 

 

29. 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft surat 
serta mengirimkan surat kepada 
Perangkat Daerah 

     pengajuan TTE 10 menit 
Surat 
Undangan 

 

30. 

Perangkat Daerah menutup 
celah kerentanan dan 
mengirimkan surat hasil mitigasi 
ke Kadis Diskominfos. 

  

 

  Surat mitigasi tentatif   

SESUAI 



  

D 

VERIFIKASI BELUM SESUAI SESUAI 

SELESAI 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN  

KABID TI TIM ITSA 
PERANGKAT 

DAERAH 
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

31. 
Kadis Kominfos mendisposisi 
surat ke Kabid Persandian 

  

 

  Surat mitigasi 30 Menit Disposisi  

32 
Kabid Persandian mendisposisi 
ke Tim ITSA untuk melakukan 
validasi 

     
Surat mitigasi, 
Disposisi Kadis 
Kominfos 

30 Menit Disposisi  

33. 

Tim ITSA melakukan validasi 
dan berkoordinasi dengan 
Perangkat Daerah jika 
dibutuhkan 

     
Surat mitigasi, 
Disposisi Kabid 
Persandian 

tentatif Hasil validasi 
Sampai Valid 
semua 

34. 

Tim ITSA membuat draft surat 
kepada Kabid TI melalui Kabid 
Persandian bahwa ITSA sudah 
selesai dan testing environtment 
sudah dapat dihapus 

     Hasil validasi  60 Menit Draft surat  

35. 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 

akan dikembalikan ke Tim ITSA, 
jika telah sesuai akan diajukan 
ke Kadis Kominfos 

     Draft surat  30 Menit Surat  

36. 
Kadis Kominfos mendisposisi 
surat kepada Kabid TI untuk 
menindaklanjuti 

     Surat 5 Menit Disposisi  

37. 

Kabid TI memerintahkan Ketua 
Tim Pengelolaan Pusat Data 
untuk menghapus testing 
environtment. Selesai 

     
Surat, Disposisi 
Kadis 

5 Menit 
Testing 
environtment 
dihapus 

 

 
Waktu Penyelesaian :  8 hari kerja, diluar waktu untuk melakukan koordinasi terkait kesiapan testing environment, Perangkat Daerah menutup celah kerentanan dan mengirimkan surat 

hasil mitigasi ke Diskominfos, serta melakukan validasi hasil mitigasi. 





6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Pengamanan Berita 

Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi; 

7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian 

Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 93); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021              

Nomor 44); 

10. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan 

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island 

Berlandaskan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta 

Berencana Menuju Bali Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
- SOP Aduan Kerentanan Melalui Sistem Tiket Dan Atau Email 

 
1. Komputer/Laptop  
2. Jaringan Internet  

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
- Jika pemilik aset tidak mempunyai resources untuk perbaikan / penguatan aplikasi yang 

terdeteksi terkena insiden, maka aplikasi akan selamanya tidak bisa diperbaiki 
- Aplikasi yang terkena insiden akan langsung disuspend dan menunggu mitigasi dari pemilik 

aset. CSIRT BALIPROV dapat membantu melakukan analisa dan tindaklanjut lebih lanjut 
terkait insiden. 

- Yang dianggap anomali / insiden diantaranya deface, tidak bisa diakses, muncul di search 
engine dengan informasi mencurigakan dan virus/malware 

- SOC Pemprov Bali melaporkan rekap patrol siber setiap bulan kepada 
Kadis Kominfos melalui Kabid Persandian 



ADA 

A 

BELUM SESUAI SESUAI 
  

VERIFIKASI 

TIDAK 
INSIDEN 

  

MULAI 

SOP Patroli Siber 

Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

KEPALA 
UPTD 
PILD 

SOC 
PEMPROV 

BALI 

PEMILIK 
ASET 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 

Mulai. SOC Pemprov Bali 
melakukan patroli siber. Jika 
ditemukan ada anomali/insiden, 
SOC Pemprov Bali melaporkan 
temuan insiden. Jika tidak, 
patroli siber kembali dilakukan 

 

 

 

  Patroli siber   
Patroli siber 
dilakukan setiap 
hari di hari kerja 

2 

SOC Pemprov Bali membuat 
laporan temuan insiden kepada 
Kepala UPTD PILD melalui 
Kabid Persandian dan diajukan 
ke Kadis Kominfos 

  

 

  

Hasil temuan insiden 60 Menit Nota Dinas Dilakukan 
Komunikasi ke 
UPTD PILD 
untuk 
mensuspend 

3 

Kabid Persandian memverifikasi 
laporan. Jika belum sesuai akan 
dikembalikan SOC Pemprov 
Bali, jika telah sesuai diajukan 
ke Kadis Kominfos 

  

 

  

Nota Dinas 30 Menit Nota Dinas 

 

4 

Kadis Kominfos 
mendisposisikan laporan ke 
Kepala UPTD PILD untuk 
dilakukan tindaklanjut 

  

 

  

Nota Dinas 30 Menit Disposisi 

 

5 

Kepala UPTD PILD melaporkan 
hasil tindaklanjut kepada Kabid 
Persandian serta meneruskan 
informasinya ke SOC Pemprov 
Bali 

     

Nota Dinas, Disposisi 
Kadis Kominfos 

30 Menit Laporan 
tindaklanjut 
melalui 
Telepon/WA 

 



B 

BELUM SESUAI SESUAI 
  

VERIFIKASI 

BELUM SESUAI 
SESUAI 

  
VERIFIKASI 

A 

 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

KEPALA 
UPTD 
PILD 

SOC 
PEMPROV 

BALI 

PEMILIK 
ASET 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

6 

SOC Pemprov Bali membuat 
dan mengajukan draft surat 
notifikasi insiden kepada Kadis 
Kominfos melalui Kabid 
Persandian untuk dikirim ke 
Pemilik Aset 

 

  

  
Nota Dinas, Disposisi 
Kabid Persandian 

60 Menit Draft surat 

Maksimal 1 hari 
kerja 

7 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan SOC 
Pemprov Bali, jika telah sesuai 
akan diajukan ke Kadis 
Kominfos 

  

 

  Draft surat 30 menit Pengajuan TTE 

8 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 

akan dikembalikan Kabid 
persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

  

 

  Pengajuan TTE 30 menit Pengajuan TTE 

9 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft surat dan 
mengirimkan surat notifikasi 
insiden kepada Pemilik Aset 

     Pengajuan TTE 30 Menit 
Surat Notifikasi 
Insiden 

10 

Pemilik aset menindaklanjuti 
surat dengan melakukan 
klarifikasi / mitigasi serta 
mengirimkan surat kepada 
Kadis Kominfos bahwa insiden 
sudah dimitigasi 

  

 

  
Surat notifikasi 
insiden 

tentatif 
Surat 
klarifikasi/mitiga
si Pemilik Aset 

 

11 
Kadis Kominfos mendisposisi ke 
Kabid Persandian untuk 
menindaklanjuti 

  

 

  
Surat 
klarifikasi/mitigasi 
Pemilik Aset 

30 Menit Disposisi  



B 

 

SELESAI 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

KEPALA 
UPTD 
PILD 

SOC 
PEMPROV 

BALI 

PEMILIK 
ASET 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

12 
Kabid Persandian 
memerintahkan SOC Pemprov 
Bali untuk melakukan validasi  

  

 

  

Surat 
klarifikasi/mitigasi 
Pemilik Aset, 
Disposisi Kadis 
Kominfos 

30 Menit Disposisi  

13 
SOC Pemprov Bali melakukan 
validasi sesuai hasil klarifikasi / 
mitigasi. Selesai 

  

 

  

Surat 
klarifikasi/mitigasi 
Pemilik Aset, 
Disposisi Kabid 
Persandian dan 
Kabid TI 

60 Menit 
Suspend 
dilepas 

Komunikasi ke 
UPTD PILD 
untuk melepas 
suspend 

 

  Waktu Penyelesaian : 3 hari, di luar waktu klarifikasi / mitigasi insiden oleh Pemilik Aset 
 





5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 233); 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita Rahasia 

Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi; 

7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907); 

8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2017 Nomor 93); 

10. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikat 

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 

Nomor 5); 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021  Nomor 44); 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta 

Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island Berlandaskan 

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali 

Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
-  1. Komputer/Laptop  

2. Jaringan Internet  

3. Aplikasi AMS 

4. Email Baliprov 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
- Aplikasi AMS dibuat oleh BSrE. Pemprov Bali hanya mendapatkan akun untuk menggunakannya 

sebagai verifikator. Segala gangguan yang terjadi di AMS membuat tugas verifikator secara 

keseluruhan tidak bisa dilakukan 

- Verifikator Sertifikat Elektronik melaporkan rekap penerbitan dan pencabutan 

setiap bulan kepada Kadis Kominfos melalui Kabid Persandian 

 



SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik 

Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

VERIFIKATOR 
PEMPROV  

BALI 
PEMOHON BSrE KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 

Mulai.Pemohon mengajukan 
permohonan penerbitan 
Sertifikat Elektronik 

 

 

 

  
Surat 
permohonan 

 
Surat 
permohonan  

 

2 

Kadis Kominfos mendisposisi 
kepada Kabid Persandian untuk 
ditindaklanjuti 

  

 

  
Surat 
permohonan 

5 Menit Disposisi  

3 

Kabid Persandian mendisposisi 
kepada Verifikator Sertifikat 
Elektronik untuk ditindaklanjuti 

  

 

  

Surat 
permohonan, 
Disposisi Kadis 
Kominfos 

5 Menit Disposisi  

4 

Verifikator Sertifikat Elektronik 
melakukan validasi apakah 
Pemohon SUDAH atau BELUM 
memiliki Sertifikat Elektronik? 
Jika BELUM akan dilakukan 
pendaftaran, jika SUDAH akan 
dibuatkan surat status fasilitasi 
untuk Pemohon 

  

 

  NIK Pemohon    

5 
Verifikator Sertifikat Elektronik 
mendaftarkan Pemohon melalui 
AMS 

  

 

  

Surat 
permohonan, 
Disposisi Kabid 
Persandian, 
Email Baliprov 
Pemohon 

tentatif  
Email Baliprov 
diterbitkan oleh 
UPTD PILD 

6 

Pemohon menerima email 
Aktivasi Akun dan mengisi data 
di AMS melalui URL yang ada 
di email Aktivasi Akun   

  

 

  Data diri tentatif Data AMS   

7 

BSrE memverifikasi data 
Aktivasi Akun dan mengirimkan 
link Set Passphrase ke 

Pemohon 

  

 

  Data AMS tentatif 
Email berisi link 
set passphrase 

 

B 

MULAI 

  

A 

SUDAH 

MEMILIKI? 
BELUM 

SUDAH 



NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

VERIFIKATOR 
PEMPROV  

BALI 
PEMOHON BSrE KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

8 

Pemohon melakukan Set 
Passphrase melalui link yang 
diterima pada email Set 
Passphrase ke BSrE 

   

 

 Passphrase tentatif Data AMS  

9 

BSrE memverifikasi penerbitan 
Sertifikat Elektronik dan 
mengirimkan email berisikan 
informasi penerbitan kepada 
Pemohon 

     Data AMS tentatif 

Email berisi 
informasi 
penerbitan 
berhasil 

 

10 

Pemohon menerima email 
notifikasi penerbitan Sertifikat 
Elektronik berhasil dan 
melaporkan status penerbitan 
ke Verifikator Sertifikat 
Elektronik 

  

 

  Email tentatif Informasi   

11 

Verifikator Sertifikat Elektronik 
membuat dan mengajukan draft 
surat status fasilitasi untuk 
Pemohon 

  

 

  
Data AMS 
Status fasilitasi 

30 Menit 
Draft surat 
status fasilitasi 

 

12 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan ke 
Verifikator Sertifikat Elektronik, 
jika telah sesuai akan diajukan 
ke Kadis Kominfos 

  

 

  

Draft surat 
status fasilitasi 

30 Menit Pengajuan TTE 

 

13 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan ke Kabid 
persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

  

 

  

Pengajuan TTE 30 Menit Pengajuan TTE 

 

B 

BELUM SESUAI 
SESUAI 

BELUM SESUAI 

SESUAI 

  
VERIFIKASI 

  
VERIFIKASI 

A 

C 



NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

VERIFIKATOR 
PEMPROV  

BALI 
PEMOHON BSrE KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

14 

Kadis Kominfos 
menandatangani (TTE) draft 
surat dan mengirimkan surat 
kepada Pemohon 

  

 

  Pengajuan TTE 10 Menit 
Surat status 
fasilitasi 

 

15 
Pemohon menerima surat 
status fasilitasi. Selesai   

 
  

Surat status 
fasilitasi 

   

 

Waktu Penyelesaian : 1 jam 50 menit, diluar waktu pemrosesan oleh BSrE, UPTD PILD, dan Pemohon. 

 

C 

SELESAI 



SOP Ubah/Reset Passphrase Sertifikat Elektronik 

Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KABID 
PERSANDIAN 

VERIFIKATOR 
SERTIFIKAT 

ELEKTRONIK 

PEMEGANG 
SERTIFIKAT 

ELEKTRONIK 
BSrE KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 

Mulai.Pemegang sertifikat 
elektronik mengajukan 
permohonan fasilitasi lupa 
passphrase  ke Verifikator 
Sertifikat Elektronik 

 

 

 

 Email baliprov  Permohonan 
Bisa langsung 
melalui telpon / 
WA  

2 

Verifikator Sertifikat Elektronik 
memproses ubah/reset 
passphrase  dengan memilih 
aksi reset passphrase  

pemohon melalui AMS  

 

   
Email baliprov 
dan AMS 

30 Menit 
Permohonan 
tersubmit di 
AMS 

 

3 

BSrE mengirimkan email ke 
Pemegang sertifikat elektronik 
yang berisi link untuk ubah/reset 
passphrase  

 

   
Email baliprov 
dan AMS 

tentatif 
Email berisikan 
link ubah/reset 

 

4 

Pemegang sertifikat elektronik 
melakukan set passphrase  

baru dan menginformasikan 
kembali ke Verifikator Sertifikat 
Elektronik bahwa proses sudah 
berhasil 

 

   
Email baliprov 
dan AMS 

tentatif Informasi 
Bisa langsung 
melalui telpon / 
WA 

5 

Verifikator Sertifikat Elektronik 
melaporkan di WAG Bidang 
Persandian terkait pelaksanaan 
reset passphrase Sertifikat 

Elektronik kepada Kabid 
Persandian 

 

   

Informasi dari 
Pemegang 
Sertifikat 
Elektronik, AMS 

30 Menit 
Laporan di WAG 
Bidang 

Laporan : Nama 
Pemegang, 
Jabatan dan 
Instansi yang 
lupa passphrase 

6 Selesai. 

 

       

 
Waktu Penyelesaian : 1 jam, diluar waktu pemrosesan oleh BSrE dan Pemegang Sertifikat Elektronik 

MULAI 

SELESAI 



SOP Perpanjangan Sertifikat Elektronik 

Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KABID 
PERSANDIAN 

VERIFIKATOR 
SERTIFIKAT 

ELEKTRONIK 

PEMEGANG 
SERTIFIKAT 

ELEKTRONIK 
BSrE KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 

Mulai.Verifikator Sertifikat 
Elektronik memonitoring status 
Expired sertifikat elektronik di 
Pemprov Bali dan memulai 
proses perpanjangan di aplikasi 
AMS 

  

  AMS 30 Menit 
Permohonan 
tersubmit di 
AMS 

 

2 
BSrE mengirimkan link set 
passphrase untuk perpanjangan 
Sertifikat Elektronik 

 

   
Email baliprov 
dan AMS 

tentatif 
Link set 
passphrase 

 

3 

Verifikator Sertifikat Elektronik 
menginformasikan ke 
pemegang Sertifikat Elektronik 
untuk memproses perpanjangan 
Sertifikat Elektronik 

 

   
Data Expired 
Sertifikat 
Elektronik 

30 Menit 

Informasi 
Perpanjangan 
Sertifikat 
Elektronik 

 

4 

Pemegang Sertifikat Elektronik 
melakukan set passphrase  dan 
menginformasikan kembali ke 
Verifikator Sertifikat Elektronik 
bahwa proses sudah berhasil 

 

   
Email baliprov 
dan AMS 

tentatif Informasi  

5 

Verifikator Sertifikat Elektronik 
melaporkan di WAG Bidang 
Persandian terkait pelaksanaan 
perpanjangan Sertifikat 
Elektronik kepada Kabid 
Persandian 

 

   

Informasi dari 
Pemegang 
Sertifikat 
Elektronik, AMS 

30 Menit 
Laporan di WAG 
Bidang 

Laporan : Nama 
Pemegang, 
Jabatan dan 
Instansi yang 
melakukan 
perpanjangan 
Sertifikat 
Elektronik 

6 Selesai. 

 

       

 
Waktu Penyelesaian : 1 jam 30 menit, diluar waktu pemrosesan oleh BSrE dan Pemegang Sertifikat Elektronik 

MULAI 

SELESAI 



SOP Pencabutan Sertifikat Elektronik 

Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KABID 
PERSANDIAN 

KEPALA 
UPTD PILD 

VERIFIKATOR 
PEMPROV  

BALI 
BSrE KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 

Mulai.Verifikator Sertifikat 
Elektronik memonitoring status 
PENSIUN/KELUAR PEMPROV 
BALI dari pemegang sertifikat 
elektronik di Pemprov Bali dan 
memulai proses pencabutan di 
aplikasi AMS 

 

   

SK Mutasi/SK 
Pensiun, 
Daftar 
Pemegang yang 
akan dicabut 
Sertifikat 
Elektroniknya  

30 Menit 
Aksi 
Pencabutan di 
AMS 

 

2 
BSrE mencabut Sertifikat 
Elektronik sesuai dengan 
permohonan di AMS 

 

   
Aksi Pencabutan 
AMS 

tentatif 
Perubahan 
status di AMS 

 

3 

Verifikator Sertifikat Elektronik 
mengecek status Sertifikat 
Elektronik yang sudah berhasil 
dicabut dan melaporkan di 
WAG Bidang Persandian terkait 
pelaksanaan pencabutan 
Sertifikat Elektronik kepada 
Kabid Persandian 

 

   
Status Sertifikat 
Elektronik yang 
sudah dicabut 

30 Menit 
Laporan di WAG 
Bidang 
Persandian 

 

4 

Kabid Persandian menerima 
laporan hasil kegiatan 
pencabutan Sertifikat Elektronik 
dan menginformasikan ke 
Kepala UPTD PILD 

 

   Laporan WAG 30 Menit Informasi di WA  

5 Selesai. 

 

 
 

     

 

Waktu Penyelesaian : 1 jam 30 menit, diluar waktu pemrosesan oleh BSrE 

MULAI 

SELESAI 





6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 233); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261); 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita 

Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi; 

9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian 

Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 93); 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021  Nomor 44); 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan 

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island 

Berlandaskan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta 

Berencana Menuju Bali Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 1. Komputer     

2. Jaringan Internet 

3. Daftar klasifikasi Pengendalian Aset  

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

- Apabila sarana prasarana tidak terpenuhi maka proses penyusunan Risk Register Aset TIK 

akan terhambat 

- Kabid Persandian selaku Ketua Tim Manajemen Risiko 

- Anggota Tim Staf melaporkan rekap risk register aset TIK berbentuk Nota 
Dinas setiap semester berbentuk Nota Dinas kepada Kepala Dinas 
Kominfos melalui Ketua Tim Manajemen Risiko 



SOP Penyusunan Risk Register Aset TIK 
Ruang Lingkup: Diskominfos Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN 

KADIS 
KOMINFOS 

KATIM 
MANAJEMEN 

RISIKO 
ANGGOTA TIM KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT  

1 

Mulai. Kadis Kominfos menugaskan 
Katim Manajemen Risiko untuk 
menyusun Risk Register Aset TIK 

Dinas Kominfos 

 
 

  
Pedoman Manajemen 
Keamanan Informasi 
SPBE 

30 Menit Disposisi  

2 

Katim Manajemen Risiko 
memerintahkan anggota tim untuk 
menginventarisir aset TIK di 
masing-masing bidang/sekretariat. 

 
 
 

 

 Disposisi Kadis 
Kominfos 

30 Menit Disposisi  

3 

Anggota tim membuat daftar aset 
TIK berdasarkan klasifikasi  dan 
melaporkannya ke Ketua Tim 
Manajemen Risiko 

 

 

 
Disposisi Ketua Tim, 
Pedoman Manajemen 
Risiko 

2 Hari 
Daftar aset TIK 
berdasarkan 
klasifikasi 

Mengidentifikasi 
ancaman, 
kerentanan, dan 
dampak risiko 
terhadap aset TIK 

4 

Katim Manajemen Risiko 
melakukan penilaian pada Daftar 
aset TIK berdasarkan klasifikasi 

 

 

 
Daftar aset TIK 
berdasarkan klasifikasi  

2 Hari 
Daftar aset TIK 
yang telah dinilai 

 

5 

Anggota tim membuat dan 
mengajukan draft risk register Aset 
TIK kepada Kadis Kominfos melalui 
Katim Manajamen Risiko 

 

 

 
Daftar aset TIK yang 
telah dinilai 

60 Menit 
Draft risk register 
Aset TIK 

 

6 

Katim Manajamen Risiko 
memverifikasi draft risk register 
Aset TIK. Jika draft risk register 
Aset TIK belum sesuai akan 
dikembalikan ke Anggota Tim, jika 
sudah sesuai akan diajukan ke 
Kadis Kominfos 

 

 

 
Draft risk register Aset 
TIK 

60 Menit Pengajuan TTE  

7 

Kadis Kominfos memverifikasi draft 
risk register Aset TIK. Jika belum 
sesuai akan dikembalikan ke Katim 
Manajemen Risiko, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

 

 

 Pengajuan TTE 60 Menit Pengajuan TTE  

A 

BELUM SESUAI 
SESUAI 

  
VERIFIKASI 

BELUM SESUAI 
SESUAI 

  VERIFIKASI 

MULAI 



NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN 

KADIS 
KOMINFOS 

KATIM 
MANAJEMEN 

RISIKO 
ANGGOTA TIM KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT  

8 
Kadis Kominfos menandatangani 
(TTE) draft risk register Aset TIK. 

Selesai 

  

 
 

Pengajuan TTE 
30 Menit 

Risk register Aset 

TIK 
 

      
          Waktu Penyelesaian: 5 hari  

A 

SELESAI 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita 

Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi; 

6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

Tim Lentera Siber 

1. Bertugas di Bidang Persandian Diskominfos Prov Bali 

2. Memahami dengan sangat baik materi literasi 

3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. 

4. Memahami dengan sangat baik prinsip-prinsip keamanan informasi  

5. Bertanggungjawab dan Responsif 

 



7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian 

Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 93); 

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021  Nomor 44); 

9. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan 

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island 

Berlandaskan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta 

Berencana Menuju Bali Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

-  1. Komputer/Laptop 
2. Materi Lentera Siber 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

- Roadshow Lentera Siber menggunakan seluruh resources Perangkat Daerah yang 
mengundang yaitu peralatan seperti projector, audio dan peralatan lainnya. Ketiadaan atau 
hambatan salah satu resouces akan menghambat jalannya roadshow 

- Tim Lentera Siber melaporkan rekap pelaksanaan roadshow Lentera 
Siber setiap bulan kepada Kadis Kominfos melalui Kabid Persandian 

- Setiap pelaksanaan kegiatan didokumentasikan berupa foto dan video 
serta dipublikasikan ke media sosial dan Buku Potret Persandian 



SOP Roadshow Lentera Siber  

Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

TIM 
LENTERA 

SIBER 

PERANGKAT 
DAERAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 

Mulai: Perangkat Daerah 
mengirimkan Surat 
Permohonan Layanan 
Roadshow Lentera Siber 
kepada Kadis Kominfos 

 

   Permohonan  Permohonan  

2 
Kadis Kominfos mendisposisi ke 
Kabid Persandian untuk tindak 
lanjut 

    Permohonan 30 menit Disposisi  

3 
Kabid Persandian mendisposisi 
ke Tim Lentera Siber untuk 
tindak lanjut 

    Disposisi Kadis 30 menit Disposisi  

4 

Tim Lentera Siber melakukan 
koordinasi dengan Perangkat 
Daerah terkait peserta, jadwal 
dan tempat 

    
Permohonan, 
Disposisi 

tentatif 
Jadwal, Tempat, 
Peserta 

 

5 
Tim Lentera Siber 
melaksanakan kegiatan 
Roadshow Lentara Siber 

    
Permohonan, 
Disposisi, SPT 

3 jam 
Laporan 
pelaksanaan 
Roadshow 

Peserta dari 
Perangkat 
Daerah 

6 

Tim Lentera Siber membuat dan 
mengajukan draft surat status 
fasilitasi untuk Perangkat 
Daerah 

    
Laporan 
pelaksanaan 
Roadshow 

30 menit Draft surat 

 

7 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai, 
dikembalikan ke Tim Lentera 
Siber jika telah sesuai, diajukan 
ke Kadis Kominfos 

 
 

 

 Draft surat 30 menit 
Draft surat, 
Pengajuan TTE 

 

8 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan ke Kabid 
persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

    
Draft surat, 
Pengajuan TTE 

30 menit Disposisi  

  
SESUAI 

A 

  VERIFIKASI 

SESUAI 
BELUM SESUAI 

MULAI 

BELUM SESUAI 

VERIFIKASI 



NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

TIM 
LENTERA 

SIBER 

PERANGKAT 
DAERAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

9 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft surat dan 

mengirimkan surat ke 
Perangkat Daerah 

    Pengajuan TTE 30 menit 
Surat fasilitasi 
roadshow 

 

10 
Peragkat Daerah menerima 
surat fasilitasi. Selesai. 

    
Surat fasilitasi 
roadshow 

  

 

 
   Waktu Penyelesaian :  3 hari, di luar waktu untuk koordinasi dengan Perangkat Daerah 

A 

SELESAI 





6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita 

Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi; 

8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2017 Nomor 93); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021  Nomor 44); 

11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta 

Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island Berlandaskan 

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali 

Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
- SOP Tindak Lanjut Penanganan Insiden Siber 
- SOP Patroli Siber 

1. Komputer/Laptop  
2. Jaringan Internet  
3. Sistem tiket aduan dan / atau Email CSIRT 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
- Laporan aduan diproses menggunakan sistem tiket aduan. Jika Pelapor tidak melapor 

menggunakan sistem aduan, maka SOC Pemprov Bali akan melakukan penginputan laporan 
pada sistem tiket aduan 

- Pelibatan APIP dilakukan segera setelah indikasi pelanggaran hukum ditemukan. SOC 
Pemprov Bali hanya melakukan analisis teknis, bukan penentuan pelanggaran hukum. Tindak 
pidana siber ditindaklanjuti oleh penegak hukum 

- Aplikasi dengan aduan yang valid dan memiliki severity High/Critical akan dilakukan suspend 
untuk menghindari dampak kerentanan 

- Pelapor berhak mendapatkan sertifikat apresiasi dari Pemilik Aset jika laporan valid terjadi 
pada aset milik Pemprov Bali serta laporan belum pernah dilaporkan/ditemukan sebelumnya 

- Jika pemilik aset tidak mempunyai resources untuk perbaikan / penguatan aplikasi dengan 
kerentanan, maka aplikasi akan selamanya mengandung kerentanan dan berpotensi kepada 
kebocoran data. 
 

- SOC Pemprov Bali melaporkan rekap aduan kerentanan/insiden siber 
setiap bulan kepada Kadis Kominfos melalui Kabid Persandian 



YA 

  
BERPOTENSI 

PIDANA? 

MULAI 

TIDAK 

B 

BELUM SESUAI 
SESUAI 

  
VERIFIKASI 

BELUM SESUAI 
SESUAI 

  
VERIFIKASI 

A 

C 

SOP Aduan Kerentanan/Insiden Siber 

Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS  

KABID 
PERSANDIAN 

SOC 
PEMPROV 

BALI 

PEMILIK 
ASET  

APIP PELAPOR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 
Mulai. Pelapor mengirimkan 
laporan aduan 

 

 

 

  

 

Aduan  Aduan di sistem   

2 

SOC Pemprov Bali mengirimkan 
konfirmasi penerimaan pesan 
kepada Pelapor kemudian 
melakukan validasi aduan (proof 
of concept) 

  

 

  

 

Aduan di sistem 
Maks. 1 
hari 

Balasan di 
sistem tiket 
aduan 

 

3 

SOC Pemprov Bali melakukan 
validasi awal dan klasifikasi 
laporan. Jika  ditemukan adanya 
indikasi pelanggaran kebijakan 
yang berpotensi pidana, maka 
tindak lanjut pelibatan kepada 
APIP. Jika TIDAK, tindaklanjut 
secara teknis ke Pemilik Aset. 

  

 

  

 

Aduan di sistem 
UU ITE, UU 
PDP 
 

tentatif Laporan PoC  

4 

SOC Pemprov Bali membuat dan 
mengajukan draft surat notifikasi 
aduan yang berpotensi pidana 
untuk APIP dan Pemilik Aset 

  

 

  

 
Laporan aduan, 
Laporan PoC, 
UU ITE, UU 
PDP 

60 Menit 

Draft surat 

notifikasi aduan 
yang berpotensi 
pidana 

 

5 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
dikembalikan ke SOC Pemprov 
Bali, jika telah sesuai akan 
diajukan ke Kadis Kominfos 

  

 

  

 

Draft surat 
notifikasi aduan  

30 Menit Pengajuan TTE  

6 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 

dikembalikan ke Kabid 
persandian, jika telah sesuai akan 
lanjut TTE 

  

 

  

 

Pengajuan TTE 30 Menit Pengajuan TTE  



BELUM SESUAI 
SESUAI 

  
VERIFIKASI 

BELUM SESUAI 

SESUAI 
  

VERIFIKASI 

E 

 

A 

  

SOP TINDAK 
LANJUT 
PENANGANAN 

INSIDEN SIBER 

TIDAK 

F 

C 

B 

D 

A 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS  

KABID 
PERSANDIAN 

SOC 
PEMPROV 

BALI 

PEMILIK 
ASET  

APIP PELAPOR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

7 
Kadis Kominfos menandatangani 
draft surat dan mengirimkannya 
ke APIP dan Pemilik Aset 

 

    

 

Pengajuan TTE 30 Menit 

surat notifikasi 
aduan yang 
berpotensi 
pidana 

 

8 
APIP menerima surat notifikasi 
aduan yang berpotensi pidana 
dan menindaklanjutinya 

     

 surat notifikasi 
aduan 
berpotensi 
pidana 

tentatif 
Tindak lanjut 
APIP 

 

9 
SOC Pemprov Bali membuat dan 
mengajukan draft surat notifikasi 
aduan untuk Pemilik Aset 

  
 

  
 

Laporan aduan, 
Laporan PoC 

60 Menit 
Draft surat 
notifikasi aduan 

 

10 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
dikembalikan ke SOC Pemprov 
Bali, jika telah sesuai akan 
diajukan ke Kadis Kominfos 

  

 

  

 

Draft surat 
notifikasi aduan 

30 Menit Pengajuan TTE  

11 
 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
dikembalikan ke Kabid 
persandian, jika telah sesuai akan 
lanjut TTE 

  

 

  

 

Pengajuan TTE 30 Menit Pengajuan TTE  

12 
Kadis Kominfos menandatangani 
draft surat dan mengirimkannya 

ke Pemilik Aset 
     

 
Pengajuan TTE 30 Menit 

Surat notifikasi 
aduan 

Tembusan surat 
ke Kepala 
UPTD PILD 

13 

Pemilik aset menindaklanjuti surat 
dengan menutup celah 
kerentanan/insiden. Jika berhasil 
dittangani, maka lanjut untuk 
melaporkan hasil ke Kadis 
Kominfos. Jika belum, maka 
dilanjutkan penanganan insiden 
siber oleh BALIPROV-CSIRT 

  

 

 

 

 

Surat notifikasi 
aduan  

tentatif Surat mitigasi  

14 
Pemilik aset melaporkan laporan 
yang belum berhasil ditangani ke 
BALIPROV-CSIRT  

  

 

  

 

Surat mitigasi tentatif 

Tindaklanjut 
penanganan  
BALIPROV-
CSIRT 

 

BERHASIL 
DITANGANI? 

YA 



SELESAI 

E 

D 

B 

B 

A 

F 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS  

KABID 
PERSANDIAN 

SOC 
PEMPROV 

BALI 

PEMILIK 
ASET  

APIP PELAPOR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

15 
Kadis Kominfos menerima laporan 
tindaklanjuti dari Pemilik Aset dan 
didisposisi ke Kabid Persandian 

 

  

  

 

Surat mitigasi 10 Menit Disposisi  

16 

Kabid Persandian mendisposisi ke 
SOC Pemprov Bali untuk 
melakukan validasi mitigasi sesuai 
surat 

  

 

  

 

Surat mitigasi 10 Menit Disposisi  

17 

SOC Pemprov Bali melakukan 
tindaklanjut validasi dan mitigasi, 
serta permintaan sertifikat 
apresiasi untuk Pelapor 

  

 

  

 
Disposisi, Surat 
mitigasi 

tentatif Hasil mitigasi 
Komunikasi 
dengan Pemilik 
Aset 

18 

SOC Pemprov Bali mengirimkan 
sertifikat dan ucapan apresiasi 
kepada Pelapor serta melaporkan  
kepada Kabid Persandian melalui 
WAG Bidang Persandian   

  

 

  

 

Sertifikat 
apresiasi 

30 menit 

Informasi, 
Sertifikat berisi 
nama aplikasi, 
nama 
pelaporan, 
tanggal laporan 
dan severity 

Ucapan 
terimakasih 
kepada Pelapor 

19 Selesai   

 

  

 

    

 
Waktu Penyelesaian :   -    Aduan berpotensi pidana: 4 hari, 

- Aduan tidak berpotensi pidana: 2 hari 
di luar waktu SOC Pemprov Bali melakukan validasi dan klasifikasi aduan, tindaklanjut penutupan celah kerentanan/insiden oleh Pemilik Aset, dan tindaklanjut 
validasi dan mitigasi 





6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 233); 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita 

Rahasia Melalui Proses Persandian Dan Telekomunikasi; 

9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2017 Nomor 93); 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021  Nomor 44); 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta 

Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island Berlandaskan 

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali 

Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
- 1. Komputer/Laptop  

2. Jaringan Internet  

3. Mesin penghancur kertas 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
- Kerusakan mesin dapat mengganggu proses penghancuran kertas 
- Dokumen yang telah dihancurkan akan di kembalikan ke K/L/D 
- K/L/D wajib menyaksikan proses penghancuran dokumen 

- Staf Persandian melaporkan rekap penghancuran dokumen setiap bulan 

berbentuk Nota Dinas kepada Kadis Kominfos melalui Kabid Persandian 



SOP Penghancuran Dokumen dengan Mesin Penghancur Kertas 
Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 
 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

STAF 
PERSANDIAN 

K/L/D KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 
Mulai. K/L/D mengirimkan surat 
permohonan dan dokumen 
yang akan dihancurkan. 

  

 

 
Surat, Dokumen 
yang akan 
dihancurkan 

 Permohonan 

Dokumen yang 
dimaksud 
adalah 
dokumen yang 
telah disahkan 

2 
Kadis Kominfos 
mendisposisikan kepada Kabid 
Persandian 

    
Permohonan, 
Dokumen yang 
akan dihancurkan 

30 Menit Disposisi  

3 
Kabid Persandian mendisposisi 
kepada Staf Persandian untuk 
melakukan tindaklanjut 

    

Disposisi Kadis 
Kominfos, 
Permohonan, 
Dokumen yang 
akan dihancurkan 

30 Menit Disposisi  

4 
Staf Persandian melakukan 
penghancuran dokumen 
disaksikan oleh K/L/D 

    

Disposisi Kabid 
Persandian, 
Dokumen yang 
akan dihancurkan 

tentatif 
Dokumen yang 
telah 
dihancurkan 

Hasil 
penghancuran 
dikembalikan 
kepada K/L/D 

5 

Staf Bidang Persandian dan 
K/L/D menandatangani Formulir 
Berita Acara Penghancuran 
Dokumen 

    

Formulir Berita 
Acara, Dokumen 
yang telah 
dihancurkan 

30 Menit 
Berita Acara 
Penghancuran 
Dokumen 

 

A 

MULAI 



NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

STAF 
PERSANDIAN 

K/L/D KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

6 

Staf Persandian membuat dan 
mengajukan draft surat status 
fasilitasi penghancuran 
dokumen 

   

 

Berita Acara 
Penghancuran 
Dokumen 

60 Menit 
Draft surat 
status fasilitasi 

 

7 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan ke Staf 
Persandian, jika telah sesuai 
akan diajukan ke Kadis 
Kominfos 

    Draft surat 30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

8 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan ke Kabid 
persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

    Pengajuan TTE 30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

9 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft surat 
mengirimkan surat status 
fasilitasi ke K/L/D 

    Pengajuan TTE 30 Menit 
Surat Status 
Fasilitasi 

 

10 
Staf Persandian melakukan 
pengarsipan dokumen 

    Berita Acara 30 Menit Arsip 

 

11 Selesai.        
 

   
  Waktu penyelesaian : 2 hari di luar waktu penghancuran dokumen 

A 

  
SESUAI 

BELUM SESUAI 

BELUM SESUAI 

SESUAI 

VERIFIKASI 

VERIFIKASI 
  

SELESAI 





6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 233); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Pengamanan Berita 

Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi; 

8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian 

Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 93); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021  Nomor 44); 

11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan 

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island 

Berlandaskan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta 

Berencana Menuju Bali Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

- 1. Komputer/Laptop  

2. Jaringan Internet  

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

- Tim Teknis melakukan peninjauan ulang pengecualian yang diberikan secara berkala, jika 

risiko meningkat atau ditemukan solusi yang lebih baik, pengecualian dapat ditinjau ulang 

atau dicabut. 

- Pemohon dapat mengusulkan anggaran pengadaan perangkat baru atau upgrade hardware 

atau pengadaan lisensi original sesuai dengan kebutuhan. 

- Staf Persandian melaporkan rekap pengecualian penerapan 

keamanan informasi berbentuk Nota Dinas setiap tahun berbentuk 

Nota Dinas kepada Kepala Dinas Kominfos melalui Kepala Bidang 

Persandian 



SOP Pengecualian Penerapan Keamanan Informasi 

Ruang Lingkup: Diskominfos Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

STAF 
PERSANDIAN 

PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 

Mulai. Pemohon mengajukan 
Nota Dinas Permohonan 
Pengecualian Penerapan 
keamanan Informasi ke Kadis 
Kominfos 

 

  

 

   
Nota Dinas 
Pemohon 

 

2 

Kadis Kominfos 
mendisposisikan Permohonan 
Pengecualian Penerapan 
keamanan Informasi kepada 
Kabid Persandian  

  

 

 Nota Dinas Pemohon 30 Menit Disposisi  

3 
Kabid Persandian mendisposisi 
Staf Persandian untuk mengkaji 

  
 

 
Nota Dinas Pemohon, 
Disposisi Kadis 
Kominfos 

30 Menit Disposisi  

4 

Staf Persandian melakukan 
analisa serta membuat laporan 
rekomendasi kepada Kadis 
Kominfos 

  

 

 

Nota Dinas Pemohon, 
Disposisi Kabid 
Persandian, Risk 
Register Aset TIK 

90 Menit 
Laporan 
Rekomendasi 

 

5 

Kabid Persandian memverifikasi 
laporan rekomendasi. Jika 
belum sesuai akan 
dikembalikan ke Staf  
Persandian, jika telah sesuai 
diajukan ke Kadis Kominfos 

  

 

 Laporan Rekomendasi 60 Menit 
Laporan 
Rekomendasi 

 

6 

Kadis Kominfos memberikan 
keputusan. Jika setuju, Kabid 
Persandian menerima instruksi 
untuk menindaklanjuti 
pengecualian penerapan 
keamanan informasi. Jika tidak 
setuju, tidak difasilitasi 

  

 

 Laporan Rekomendasi 60 Menit Keputusan,   

7 
Kabid Persandian mendisposisi 
kepada Staf Persandian untuk 
melakukan tindaklanjut 

  

 

 
Laporan Rekomendasi, 
Disposisi Kadis 
Kominfos 

30 Menit Disposisi  

TIDAK SESUAI SESUAI 
VERIFIKASI 

  

  

KEPUTUSAN 
SETUJU 

TIDAK 
SETUJU 

A 

MULAI 

B 



 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

STAF 
PERSANDIAN 

PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

8 
Staf Persandian melakukan 
pengecualian penerapan 
keamanan informasi  

  

 

 
Laporan Rekomendasi, 
Disposisi Kabid 
Persandian 

60 Menit   

9 

Staf Persandian dan Pemohon 
menandatangani Berita Acara 
Pengecualian Penerapan 
Keamanan Informasi 

  

 

 Formulir Berita Acara 30 Menit Berita Acara  

10 
Staf Persandian membuat dan 
mengajukan nota dinas status 
fasilitasi untuk Pemohon 

  

 

 Berita Acara 30 Menit Nota dinas  

11 

Kabid Persandian memverifikasi 
nota dinas. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan ke Staf 
Persandian, jika telah sesuai 
akan diajukan ke Kadis 
Kominfos 

  

 

 Nota dinas 30 Menit Nota dinas  

12 
Kadis Kominfos menerima nota 
dinas dan mendisposisikannya 
ke Pemohon 

  

 

 Nota dinas 30 Menit Disposisi  

13 
Staf Persandian melakukan 
pengarsipan dokumen 

    Berita Acara  Arsip 

 

14 Selesai.        

 

 
Waktu penyelesaian: 2 hari 

A 

B 

  
VERIFIKASI SESUAI 

TIDAK SESUAI 

SELESAI 





7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita Rahasia 

Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi; 

8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian 

Untuk  Pengamanan   Informasi  di Pemerintah Daerah (Berita  Negara  Republik   Indonesia   

Tahun 2019 Nomor 1054); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian Untuk 

Pengamanan  Informasi  di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2017 Nomor 93); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021  Nomor 44); 

11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta 

Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island Berlandaskan 

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era 

Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

-  1. Alat Jammer 
2. Tools Kit 
 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
- Alat Jammer merupakan pinjam pakai dari BSSN. Gangguan peralatan pada SOP ini berpotensi 

meniadakan keseluruhan layanan kontra penginderaan menggunakan alat jammer 
- Penggunaan peralatan di luar SOP ini dapat menimbulkan keresahan publik akibat kemungkinan 

terganggunya beebrapa jenis sinyal seperti sinyal HP dan yang lainnya 

 

- Operator Jammer melaporkan rekap fasilitasi jammer berbentuk Nota 

Dinas setiap bulan kepada Kepala Dinas Kominfos melalui Kepala Bidang 

Persandian 

 



K/L/D 

DISKOMINFOS 

B 

  
TEKNIS 

OPERASI 

A 

SOP Layanan Kontra Penginderaan Menggunakan Alat Jammer 
Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

OPERATOR 
JAMMER 

K/L/D KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 
Mulai. K/L/D mengirimkan 
permohonan fasilitasi Jammer 

  

 

   Permohonan  

2 
Kadis Kominfos 
mendisposisikan kepada Kabid 
Persandian 

    Permohonan 30 Menit Disposisi  

3 
Kabid Persandian menugaskan 
Operator Jammer untuk 
menindaklanjuti 

    
Disposisi Kadis 
Kominfos 

30 Menit Disposisi  

4 

Operator Jammer berkoodinasi 
dengan K/L/D terkait teknis 
operasi alat Jammer. Jika teknis 
operasi alat jammer dari 
Diskominfos, maka Operator 
Jammer memfasilitasinya. Jika 
teknis operasi alat jammer dari 
K/L/D maka alat jammer 
diserahkan ke K/L/D 

    
Permohonan, 
Disposisi Kabid 
Persandian 

60 Menit Komunikasi 

Operator 
Jammer 
menyiapkan alat 
Jammer dan 
peralatannya 
sesuai jadwal 

5 
Operator Jammer menyerahkan 
alat jammer kepada K/L/D 

    Alat Jammer 30 Menit form tanda terima  

6 
Operator Jammer dan K/L/D 
menadatangani form tanda 
terima barang 

    
Alat Jammer, 
Form tanda 
terima barang 

30 Menit 
Tanda terima 
barang 

 



NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

OPERATOR 
JAMMER 

K/L/D KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

7 

Operator Jammer membuat dan  
mengajukan draft Surat 

Perintah Tugas terkait operasi 
alat Jammer kepada Kadis 
Kominfos 

 

 

  
Permohonan, 
Disposisi 

30 Menit 
Draft Surat Perintah 

Tugas 

 

8 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan Tim Lentera 
Siber, jika telah sesuai akan 
diajukan ke Kadis Kominfos 

    Draft surat 30 Menit Pengajuan TTE  

9 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 

akan dikembalikan Kabid 
persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

    Pengajuan TTE 30 Menit Pengajuan TTE  

10 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft surat dan 
mendisposisikan ke Operator 
Jammer melalui Kabid 
Persandian 

    Pengajuan TTE 30 Menit 
Surat Perintah 
Tugas, Disposisi 

 

11 

 
Kabid Persandian 
memerintahkan Operator 
Jammer untuk mengoperasikan 
alat Jammer 

    
Surat Perintah 
Tugas, Disposisi 

 Disposisi  

12 
Operator Jammer 
mengoperasikan alat Jammer 

    Disposisi tentatif   

13 
K/L/D mengembalikan alat 
Jammer kepada Operator 
Jammer 

    
Alat Jammer, 
Tanda terima 
barang 

tentatif 
Formulir Berita 
Acara 

 

A 

  

  

SESUAI 
BELUM SESUAI 

BELUM SESUAI 

SESUAI 

VERIFIKASI 

VERIFIKASI 

C 

B 



NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

OPERATOR 
JAMMER 

K/L/D KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

14 

Operator Jammer dan K/L/D 
menandatangani Berita Acara 
Layanan Kontra Penginderaan 
menggunakan Jammer setelah 
alat selesai dioperasikan 

  

 

 
Formulir Berita 
Acara, Tanda 
Terima Barang 

30 Menit Berita Acara  

15 

Operator Jammer membuat dan 
mengajukan draft surat fasilitasi 
kepada Kadis Kominfos melalui 
Kabid Persandian untuk K/L/D 

  

 

 Berita Acara 30 Menit Draft surat   

16 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan Tim Lentera 
Siber, jika telah sesuai akan 
diajukan ke Kadis Kominfos 

    Draft surat 30 Menit Pengajuan TTE  

17 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan Kabid 
persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

    Pengajuan TTE 30 Menit Pengajuan TTE  

18 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft surat 
mengirimkan surat status 
fasilitasi ke K/L/D 

    Pengajuan TTE 30 Menit 
Surat status 
fasilitasi 

 

19 
Operator Jammer melakukan 
pengarsipan dokumen 

    
Berita Acara, 
Disposisi Kabid 
Persandian 

30 Menit Arsip 

Pengarsipan 
berdasarkan 
Nomor urut 
Berita Acara 

20 Selesai.        
 

 
   Waktu Penyelesaian : 

- Layanan Pengoperasian Alat Jammer oleh Diskominfos Prov Bali: 3 hari, diluar waktu K/L/D melakukan pengoperasian alat jammer 
- Layanan Pengoperasian Alat Jammer oleh K/L/D: 3 hari, diluar waktu Operator Jammer melakukan pengoperasian alat jammer 

C 

  

  

SESUAI 
BELUM SESUAI 

BELUM SESUAI 

SESUAI 

VERIFIKASI 

VERIFIKASI 





6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286); 

7. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 

dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1724); 

8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2017 Nomor 93); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali; 

11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta 

Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island Berlandaskan 

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era 

Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

-  1. Komputer/Laptop 
2. Materi Artikel Bidang Persandian 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

- Isi informasi agar menghindari menyertakan informasi pribadi, rahasia perusahaan, atau data 
pelanggan. Pastikan informasi berasal dari sumber tepercaya dan valid. Gunakan materi yang 
memiliki izin atau bersifat bebas hak cipta. Verifikasi setiap informasi sebelum dipublikasikan. 
Hindari kata-kata yang menyesatkan atau menimbulkan kepanikan. 

- Tim Pembuatan Artikel Bidang Persandian melaporkan rekap publikasi 
artikel Bidang Persandian selama satu tahun kepada Kadis Kominfos 
melalui Kabid Persandian dalam bentuk laporan kegiatan kehumasan. 



SOP Pembuatan Artikel Bidang Persandian di Website Diskominfos  

Ruang Lingkup: Diskominfos Provinsi Bali  

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN 
KABID 

PERSANDIAN 
KATIM DI 
BIDANG 

PERSANDIAN 

TIM PEMBUATAN 
ARTIKEL 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 
Mulai. Tim Pembuatan Artikel 
menyusun konsep artikel 

   Konsep awal 60 Menit Konsep Artikel  

2 
Tim Pembuatan Artikel melakukan 
perbaikan serta mengajukan konsep 
Artikel ke Katim di Bidang Persandian 

   Konsep Artikel 30 Menit Konsep Artikel  

3 

Katim di Bidang Persandian melakukan 
verifikasi konsep artikel. Jika belum 
sesuai, Katim di Bidang Persandian   
menyunting serta mendisposisi Tim 
Pembuat Artikel untuk melakukan 
perbaikan. Jika sudah sesuai, Katim di 
Bidang Persandian mengajukan konsep 
artikel ke Kabid Persandian 

   Konsep Artikel 60 Menit Konsep Artikel  

4 

Kabid Persandian melakukan verifikasi 
konsep artikel. Jika belum sesuai akan 
dikembalikan ke Katim untuk diperbaiki, 
jika telah sesuai akan didisposisi ke 
Katim untuk publikasi 

   Konsep Artikel 60 Menit Disposisi 

 

5 
Katim mendisposisi kepada Tim 
Pembuat Artikel untuk melakukan 
publikasi konsep artikel 

   
Konsep Artikel, 
Disposisi Kabid 
Persandian 

30 Menit 
Konsep 
Artikel, 
Disposisi 

 

6 
Tim Pembuat Artikel mempublikasikan 
Artikel. Selesai. 

   
Artikel, Disposisi 
Katim di Bidang 
Persandian 

30 Menit 
Artikel yang 
sudah 
terpublikasi 

Website 
Diskominfos 

 
   Waktu Penyelesaian : 2 jam, diluar waktu pengajuan konsep artikel 

  
VERIFIKASI 

BELUM SESUAI 

SESUAI 

  
VERIFIKASI 

BELUM SESUAI 
SESUAI 

MULAI 

SELESAI 





6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem 

Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 233); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita 

Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi; 

8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2017 Nomor 93); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021  Nomor 44); 

11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta 

Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island Berlandaskan 

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali 

Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

-  1. Komputer/Laptop 

2. Materi Lentera Siber 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
- Workshop Lentera Siber menggunakan resources pada Dinas Komunkasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Bali yaitu peralatan seperti projector, audio dan peralatan lainnya. Ketiadaan 
atau hambatan salah satu resouces akan menghambat jalannya workshop 

- Tim Lentera Siber melaporkan rekap pelaksanaan workshop Lentera Siber 
kepada Kadis Kominfos melalui Kabid Persandian 

- Setiap pelaksanaan kegiatan didokumentasikan berupa foto dan video 
serta dipublikasikan ke media sosial dan Buku Potret Persandian 

 

 

 



  

  

A 

SESUAI 

MULAI 

SOP Workshop Lentera Siber   

Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

TIM 
LENTERA 

SIBER 

KEPALA 
BKPSDM  

PERANGKAT 
DERAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 
Mulai. Tim Lentera Siber 
menyusun KAK pelaksanaan 
workshop 

  
 

 
 Rencana 

pelaksanaan 
workshop 

60 Menit KAK  

2 

Tim Lentera Siber membuat 
dan mengajukan draft surat 
rencana pelaksanaan 
workshop kepada Kadis 
Kominfos untuk Kepala 
BKPSDM 

    

 

KAK 30 Menit draft surat  

3 

Kabid Persandian 
memverifikasi draft surat. Jika 
belum sesuai akan 
dikembalikan Tim Lentera 
Siber, jika telah sesuai akan 
diajukan ke Kadis Kominfos 

  
 

  KAK, draft surat 30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

4 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 

akan dikembalikan Kabid 
persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

 
 

   
KAK, Pengajuan 
TTE 

30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

5 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft surat 
dan mengirimkannya ke 
Kepala BKPSDM 

     Pengajuan TTE 30 Menit 

Surat 
rencana 
pelaksanaan 
workshop 

 

6 

Kepala BKPSDM memberikan 
surat rekomendasi 
penyelenggaraan workshop ke 
Kadis Kominfos 

     
Surat rencana 
pelaksanaan 
workshop 

tentatif 
Surat 
rekomendasi 

 

7 
Kadis Kominfos menerima 
surat dan mendisposisikannya 
kepada Kabid Persandian 

    

 

Surat 
rekomendasi 

30 Menit Disposisi  

BELUM SESUAI 
SESUAI 

VERIFIKASI 

BELUM SESUAI 
VERIFIKASI 



  

  

B 

SESUAI 

A 

BELUM SESUAI 

BELUM SESUAI 

SESUAI 

VERIFIKASI 

VERIFIKASI 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

TIM 
LENTERA 

SIBER 

KEPALA 
BKPSDM  

PERANGKAT 
DERAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

8 
Kabid Persandian mendisposisi 
kepada Tim Lentera Siber untuk 
melakukan tindaklanjut 

  

 

 

 

Disposisi Kadis 
Kominfos, surat 
rekomendasi 

30 Menit Disposisi  

9 

Tim Lentera Siber menyiapkan 
pelaksanaan workshop sesuai 
surat rekomendasi dari Kepala 
BKPSDM 

    

 
Disposisi Kabid 
Persandian, surat 
rekomendasi 

30 Menit 
Persiapan 
workshop 

 

10 
Tim Lentera Siber membuat 
dan mengajukan draft surat 
undangan workshop 

    
 Surat 

rekomendasi 
workshop 

30 Menit Draft surat  

11 

Kabid Persandian 
memverifikasi draft surat. Jika 
belum sesuai akan 
dikembalikan Tim Lentera 
Siber, jika telah sesuai akan 
diajukan ke Kadis Kominfos 

    

 

Draft surat 30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

12 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan Kabid 
persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

    

 

Pengajuan TTE 30 Menit 
Surat 
udangan 
workshop 

 

13 

 
Kadis Kominfos 
menandatangani draft surat 

dan mengirimkan surat 
undangan workshop ke Kepala 
BKPSDM dan ke masing - 
masing Perangkat Daerah 

    

 

Pengajuan TTE 30 Menit 
Surat 
undangan 
workshop 

Undangan ke 
Perangkat 
Daerah 
ditujukan ke 
calon peserta, 
dan BKPSDM 
ke Widyaiswara 
Pendamping. 

14 
Tim Lentera Siber 
melaksanakan kegiatan 
Workshop 

    

 Surat undangan 
workshop, Materi, 
formulir daftar 
hadir, post test 5 Jam 

Daftar hadir 
peserta, 
rekapan 
hasil post 
test, dan 

dokumentasi 

 



  

  

SESUAI 

B 

BELUM SESUAI 

BELUM SESUAI 

SESUAI 

VERIFIKASI 

VERIFIKASI 

SELESAI 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

TIM 
LENTERA 

SIBER 

KEPALA 
BKPSDM  

PERANGKAT 
DERAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

15 

Tim Lentera Siber membuat 
dan mengajukan draft surat 
perihal laporan pelaksanaan 
kegiatan Workshop 

  

 

 

 Daftar hadir 
peserta, rekapan 
hasil post test, 
dokumentasi. 

60 Menit Draft surat  

16 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan Tim Lentera 
Siber, jika telah sesuai akan 
diajukan ke Kadis Kominfos 

    

 Draft surat 30 Menit Pengajuan 
TTE 

 

17 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 

akan dikembalikan Kabid 
persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

    

 Pengajuan TTE 30 Menit Pengajuan 
TTE 

 

18 

Kadis Kominfos 
menandatangani dan 
mengirimkan surat laporan 
kepada Kepala BKPSDM 

    

 Pengajuan TTE 30 Menit Surat 
rencana 
pelaksanaan 
workshop 

 

19 

BKPSDM menerbitkan sertifikat 
dan dikirimkan langsung ke 
Peserta di masing – masing 
Perangkat Daerah  

    

 
Surat 
pelaksanaan 
Workshop 

tentatif 
Sertifikat 
mengikuti 
Workshop 

 

20 Selesai     

 

    

 
Waktu Penyelesaian : 5 hari, di luar waktu untuk melakukan koordinasi dengan  BKPSDM terkait surat rekomendasi penyelenggaraan workshop dan 
pemberian sertifikat ke Peserta di masing – masing Perangkat Daerah 





7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2017 Nomor 93); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021  Nomor 44); 

10. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta 

Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island Berlandaskan 

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali 

Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
 

-  SOP Roadshow Lentera Siber 

 
 

1. Komputer/Laptop 
2. Jaringan Internet 
3. Projector, audio dan peralatan lainnya 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
- Pelaksanaan Junior Sentinel Challenge (JSC)  menggunakan resources pada Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yaitu peralatan seperti projector, audio 
dan peralatan lainnya. Ketiadaan atau hambatan salah satu resouces akan menghambat 
jalannya kegiatan 

- Peserta Junior Sentinel Challenge (JSC) diwajibkan untuk membawa laptop pribadi dalam 
pelaksanaan kegiatan JSC dengan spesifikasi: O/S Windows bukan Mac OS, minimal: 
prosesor core i3 memori 4 GB. 

 

- Setiap pelaksanaan kegiatan didokumentasikan berupa foto dan video 
serta dipublikasikan ke media sosial dan Buku Potret Persandian 



  BELUM SESUAI 
SESUAI 

VERIFIKASI 

A 

MULAI 

SOP PELAKSANAAN JUNIOR SENTINEL CHALLENGE (JSC) 

Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

PANITIA 
PELAKSANA 

KARO 
HUKUM 

KEPALA 
SEKOLAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 

Mulai. Panitia Pelaksana 
membuat dan mengajukan draft 
Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
kepada Kabid Persandian untuk 
ditandatangani 

  

  

 

Peserta, 
Susunan 
kepanitiaan, 
Strategi 
pelaksanaan, 
Waktu 
pelaksanaan, 
DPA 

tentatif 
Draft KAK, 
Pengajuan 
TTE 

 

2 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft KAK. Jika belum sesuai, 
dikembalikan ke Panitia 
Pelaksana untuk diperbaiki. Jika 
telah sesuai, Kabid Persandian 
menandatangani KAK 

  

  

 
Draft KAK, 

Pengajuan TTE 
60 Menit KAK 

KAK 
ditandatangani 
oleh Kabid 
Persandian dan 
Ketua Panitia 
Pelaksana 

3 
Kabid Persandian mengajukan 
Rencana Pelaksanaan JSC 
kepada Kadis Kominfos 

  

  

 KAK 30 Menit Nota Dinas 
Nota Dinas 
dilampiri KAK 

4 

Kadis Kominfos mendisposisi 
persetujuan rencana 
pelaksanaan ke Kabid 
Persandian  

  

  

 Nota Dinas 30 Menit Disposisi  

5 

Kabid Persandian mendisposisi 
Panitia Pelaksana untuk mulai 
menyiapkan pelaksanaan 
kegiatan JSC 

  

  

 
Nota Dinas, 
Disposisi Kadis 
Kominfos 

5 Menit Disposisi 
Environment, 
Materi Lomba 



  BELUM SESUAI 
SESUAI 

VERIFIKASI 

A 

  BELUM SESUAI 
SESUAI 

VERIFIKASI 

B 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

PANITIA 
PELAKSANA 

KARO 
HUKUM 

KEPALA 
SEKOLAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

6 

Panitia Pelaksana membuat 
dan mengajukan draft surat 
pengantar dan draft SK Panitia 
untuk Karo Hukum 

  

  

 
Nota Dinas, 
Disposisi 

60 Menit 
Draft surat, 
draft SK 

 

7 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat dan draft SK. Jika 
belum sesuai akan 
dikembalikan ke Panitia 
Pelaksana jika telah sesuai 
akan diajukan ke Kadis 
Kominfos 

  

  

 
Draft surat, draft 
SK 

30 Menit 

Draft surat, 
draft SK, 
Pengajuan 
TTE 

 

8 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft Surat dan draft SK. Jika 
belum sesuai akan 
dikembalikan ke Kabid 
Persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE Surat 
Pengantar SK 

  

  

 

Draft surat, draft 

SK, Pengajuan 
TTE 

30 Menit Disposisi  

10 

Kadis Kominfos 
menandatangani dan 
mengirimkan Surat Pengantar 
dan Draft SK Panitia kepada 
Karo Hukum untuk 
diharmonisasi 

   

 

 Pengajuan TTE 30 Menit 
Surat 
Pengantar, 
Draft SK  

 

11 
Panitia Pelaksana menerima SK 
Panitia yang sudah tertanda 
tangan 

   

 

 SK Panitia   
Ditandatangani 
Kadis Kominfos 



  BELUM SESUAI 
SESUAI 

VERIFIKASI 

B 

  BELUM SESUAI 
SESUAI 

VERIFIKASI 

C 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

PANITIA 
PELAKSANA 

KARO 
HUKUM 

KEPALA 
SEKOLAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

12 

Panitia Pelaksana membuat 
dan mengajukan draft surat 
jadwal sosialisasi JSC untuk 
Kepala Sekolah 

 

 

  

 
Daftar sekolah, 
jadwal 
sosialisasi 

30 Menit Draft surat  

13 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan Panitia 
Pelaksana jika telah sesuai 
akan diajukan ke Kadis 
Kominfos 

  

  

 Draft surat 30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

14 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan ke Kabid 
Persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

  

  

 Pengajuan TTE 30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

15 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft Surat 
jadwal sosialisasi untuk Kepala 
Sekolah 

  

  

 Pengajuan TTE 30 Menit 
Surat jadwal 
sosialisasi 

 

16 
Kabid Persandian mendisposisi 
Panitia Pelaksana untuk 
melakukan tindak lanjut 

  

  

 
Surat jadwal 
sosialisasi 

5 Menit Disposisi  

17 

Panitia Pelaksana mengirimkan 
surat kepada Kepala Sekolah 
serta melakukan koordinasi 
terkait waktu kesiapan 
sosialisasi kegiatan JSC 

  

  

 
Surat jadwal 
sosialisasi 

tentatif 
Informasi 
kesiapan 

 



  BELUM SESUAI 
SESUAI 

VERIFIKASI 

C 

  BELUM SESUAI 

SESUAI 

VERIFIKASI 

D 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

PANITIA 
PELAKSANA 

KARO 
HUKUM 

KEPALA 
SEKOLAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

18 
Panitia Pelaksana melakukan 
sosialisasi ke Sekolah 

   

 

 

Surat jadwal 
sosialisasi, 
Informasi 
kesiapan 

3 hari Sosialisasi  

19 

Panitia Pelaksana membuat 
dan mengajukan draft surat 
permohonan peserta untuk 
Kepala Sekolah 

   

 

 
Draft surat 
permohonan 
peserta 

30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

20 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan ke Panitia 
Pelaksana jika telah sesuai 
akan diajukan ke Kadis 
Kominfos 

   

 

 Draft surat 30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

21 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat. Jika belum sesuai 
akan dikembalikan ke Kabid 
Persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

   

 

 Pengajuan TTE 30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

22 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft Surat 
permohonan peserta untuk 
Kepala Sekolah 

   

 

 Pengajuan TTE 30 Menit 
Surat 
Permohonan 
Peserta 

 

23 
Kabid Persandian mendisposisi 
Panitia Pelaksana untuk 
melakukan tindak lanjut 

   
 

 
Surat 
Permohonan 
Peserta 

5 menit Disposisi  

24 

Panitia Pelaksana mengirimkan 
surat kepada Kepala Sekolah 
serta melakukan koordinasi 
terkait Peserta yang ditunjuk 
untuk mengikuti lomba 

   

 

 
Disposisi, Surat 
Permohonan 
Peserta 

tentatif 

Nama 
Peserta, 
Nomor 
Telp/WA 

 

25 
Panitia Pelaksana 
mengumpulkan Peserta ke 
WAG 

   

 

 
Nama Peserta, 
Nomor Telp/WA 

tentatif WAG 

WAG digunakan 
untuk sarana 
komunikasi 
kepada Peserta 



  BELUM SESUAI 
SESUAI 

VERIFIKASI 

D 

  BELUM SESUAI 

SESUAI 

VERIFIKASI 

E 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

PANITIA 
PELAKSANA 

KARO 
HUKUM 

KEPALA 
SEKOLAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

26 
Panitia Pelaksana 
melaksanakan kegiatan JSC 

  

  

 
Environment, 
Materi, dan Soal 

3 hari 

BA 
Pemenang 
Lomba, 
Dokumentasi 

Dihadiri oleh: 
Kepala 
Diskominfos, 
Kabid Persandian 
Juri, Pendamping, 
Peserta,dan 
Narasumber 

27 

Panitia Pelaksana membuat 
dan mengajukan draft Surat 

Hasil Pelaksanaan JSC dan 
draft Sertifikat Partisipasi untuk 
Kepala Sekolah dan Peserta  

   

 

 
BA Pemenang 
Lomba, 
Dokumentasi 

60 Menit 

Draft Surat, 
Draft 
Sertifikat 

 

28 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat dan draft sertifikat. 
Jika belum sesuai akan 
dikembalikan ke Panitia 
Pelaksana jika telah sesuai 
akan diajukan ke Kadis 
Kominfos 

   

 

 
Draft Surat, 
Draft Sertifikat 

60 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

29 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat dan draft sertifikat. 

Jika belum sesuai akan 
dikembalikan ke Kabid 
Persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

   

 

 Pengajuan TTE 60 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

30 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft Surat 
Hasil Pelaksanaan JSC dan 
draft Sertifikat Partisipasi 

  

  

 Pengajuan TTE 30 Menit 

Surat Hasil 
Pelaksanaan 
JSC dan 
Sertifikat 
Partisipasi 

 

31 
Kabid Persandian mendisposisi 
Panitia Pelaksana untuk 
melakukan tindak lanjut 

  

  

 

Surat Hasil 
Pelaksanaan 
JSC dan 
Sertifikat 
Partisipasi 

5 Menit Disposisi  



  BELUM SESUAI 
SESUAI 

VERIFIKASI 

E 

  BELUM SESUAI 

SESUAI 

VERIFIKASI 

F 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

PANITIA 
PELAKSANA 

KARO 
HUKUM 

KEPALA 
SEKOLAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

32 

Panitia Pelaksana mengirimkan 
Surat Hasil Pelaksanaan JSC 
kepada Kepala Sekolah dan 
Sertifikat Partisipasi untuk 
Peserta 

  

  

 

Surat Hasil 
Pelaksanaan 
JSC dan 
Sertifikat 
Partisipasi, 
Disposisi 

30 menit   

33 

Kepala Sekolah menerima 
informasi terkait hasil 
pelaksanaan JSC serta 
Sertifikat Partisipasi untuk 
Peserta 

  

  

 

Surat Hasil 
Pelaksanaan 
JSC dan 
Sertifikat 
Partisipasi 

   

34 

Panitia Pelaksana membuat 
dan mengajukan draft surat 
pengantar dan draft SK 

Pemenang Lomba untuk Karo 
Hukum 

   

 

 

Surat Hasil 
Pelaksanaan 
JSC, BA 
Pemenang 

90 Menit 
Draft Surat, 
Draft SK 

 

35 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat dan draft SK. Jika 

belum sesuai akan 
dikembalikan Panitia Pelaksana 
jika telah sesuai akan diajukan 
ke Kadis Kominfos 

   

 

 
Draft Surat, 
Draft SK 

60 Menit 

Draft Surat, 
Draft SK, 
Pengajuan 
TTE 

 

36 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat dan draft SK. Jika 
belum sesuai akan 
dikembalikan ke Kabid 
Persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

   

 

 
Draft Surat, 
Draft SK, 
Pengajuan TTE 

60 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

37 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft Surat 

Pengantar serta mengirimkan 
Surat dan draft SK kepada Karo 
Hukum untuk diharmonisasi 

   

 

 Pengajuan TTE 30 Menit 
SK 
Pemenang 
Lomba 

 

38 
Panitia Pelaksana menerima SK 
Pemenang Lomba yang sudah 
tertanda tangan 

   

 

 
SK Pemenang 
Lomba 

  
Ditandatangani 
SEKDA 



  BELUM SESUAI 
SESUAI 

VERIFIKASI 

F 

  
BELUM SESUAI 

SESUAI 

VERIFIKASI 

G 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

PANITIA 
PELAKSANA 

KARO 
HUKUM 

KEPALA 
SEKOLAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

39 

Panitia Pelaksana 
menyelesaikan Surat 
Pertanggung Jawaban (SPJ) 
Kegiatan 

  

  

 

SK Pemenang 
Lomba, BA 
Pemenang 
Lomba 

tentatif SPJ  

40 

Panitia Pelaksana membuat 
dan mengajukan draft surat 
jadwal penyerahan hadiah dan 
draft Sertifikat Pemenang 

Lomba untuk Kepala Sekolah 
dan Peserta Pemenang 

   

 

 

SK Pemenang 
Lomba, BA 
Pemenang 
Lomba 

90 Menit  
Draft surat, 
Draft 

sertifikat 
 

41 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft surat dan draft sertifikat. 
Jika belum sesuai akan 
dikembalikan Panitia Pelaksana 
jika telah sesuai akan diajukan 
ke Kadis Kominfos 

   

 

 
Draft surat, Draft 
sertifikat 

60 Menit 

Draft surat, 
Draft 
sertifikat, 
Pengajuan 
TTE 

 

42 

Kadis Kominfos memverifikasi 
draft surat dan draft sertifikat. 
Jika belum sesuai akan 
dikembalikan ke Kabid 
Persandian, jika telah sesuai 
akan lanjut TTE 

  

  

 

Draft surat, Draft 

sertifikat, 
Pengajuan TTE 

60 Menit Disposisi  

43 

Kadis Kominfos 
menandatangani draft Surat 
jadwal penyerahan hadiah 
untuk Peserta Pemenang 
melalui Kepala Sekolah 

  

  

 Pengajuan TTE 30 Menit 

Surat jadwal 
penyerahan 
hadiah, 
Sertifikat 
Pemenang 

 

44 
Kabid Persandian mendisposisi 
Panitia Pelaksana untuk 
melakukan tindak lanjut 

  

  

 

Surat jadwal 
penyerahan 
hadiah, 
Sertifikat 
Pemenang 

5 Menit Disposisi  

45 

Panitia Pelaksana mengirimkan 
surat kepada Kepala Sekolah 
serta melakukan koordinasi 
terkait jadwal penyerahan 
hadiah untuk Peserta  

  

  

 
Disposisi, Surat, 
Sertifikat 
Pemenang 

tentatif 

 
Informasi 
kesiapan 

 



G 

  BELUM SESUAI 
VERIFIKASI 

SELESAI 

SESUAI 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS 

KABID 
PERSANDIAN 

PANITIA 
PELAKSANA 

KARO 
HUKUM 

KEPALA 
SEKOLAH 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

46 
Panitia Pelaksana melakukan 
Penyerahan Hadiah dan 
melakukan Literasi  

 

 

 

 

 

Informasi 
kesiapan, 
Sertifikat 
Pemenang, 
Hadiah Peserta, 
Materi literasi 

180 menit 
Penyerahan 
hadiah, 
dokumentasi 

Kegiatan 
dilakukan di 
Sekolah Peserta 
Pemenang 

47 
Panitia Pelaksana membuat 
dan mengajukan laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan JSC 

  

  

 
Dokumentasi, 
Draft Nota Dinas 

60 Menit 
Draft Nota 
Dinas 

 

48 

Kabid Persandian memverifikasi 
draft laporan. Jika belum 

sesuai, dikembalikan ke Panitia 
Pelaksana untuk diperbaiki. Jika 
telah sesuai, akan dilaporkan ke 
Kadis Kominfos 

  

  

 Draft Nota Dinas 60 Menit Nota Dinas  

49 
Kadis Kominfos menerima 
laporan hasil pelaksanaan JSC. 
Selesai 

  

  

 Nota Dinas    

 
    Waktu Penyelesaian : 15 hari, diluar waktu: 

- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
- Harmonisasi SK oleh Biro Hukum 
- Koordinasi dengan Sekolah terkait kesiapan jadwal kesiapan sosialisasi, penunjukan peserta, dan jadwal penyerahan hadiah 
- Penyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 





6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita 

Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi; 

8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2017 Nomor 93); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2021  Nomor 44); 

11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 611/03-E/HK/2023 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta 

Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Bali Smart Island Berlandaskan 

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali 

Era Baru 2023-2027. 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
- SOP Aduan Kerentanan/Insiden Siber 
- SOP Patroli Siber 

1. Komputer/Laptop  
2. Jaringan Internet  
3. Tool VA 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
- Eskalasi Pihak Eksternal yang dapat dilibatkan: Gov-CSIRT/BSSN, Pihak Ketiga/Vendor, dan 

Aparat Penegak Hukum 
- Pihak Terkait yang dapat menerima Lesson Learn: Pemilik Aset serta Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

- Tim BALIPROV-CSIRT melaporkan rekap tindaklanjut penanganan 
insiden setiap bulan kepada Kadis Kominfos melalui Kabid Persandian 



YA 

  
LEVEL HIGH / 

CRITICAL? 

MULAI 

TIDAK 

B 

BELUM SESUAI 
SESUAI 

  
VERIFIKASI 

BELUM SESUAI 
SESUAI 

  
VERIFIKASI 

YA 
  

BERHASIL 
TERTANGANI? 

TIDAK A 

SOP Tindak Lanjut Penanganan Insiden Siber 

Ruang Lingkup: Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS  

KABID 
PERSANDIAN 

TIM TEKNIS 
BALIPROV-

CSIRT 

PIHAK 
EKSTERNAL 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 
Mulai. Tim Teknis BALIPROV-CSIRT 
menerima laporan insiden siber dari Pemilik 
Aset dan/atau Pihak Terkait 

  

 

   
Laporan 
insiden 

 

2 

Tim Teknis BALIPROV-CSIRT melakukan 
validasi, identifikasi dan menentukan level 
severity. Jika level insiden High/Critical akan 
segera dilakukan suspend, jika tidak akan 
lanjut dilakukan penanganan 

  

 

 Laporan insiden 60 menit 
Hasil 
identifikasi 

 

3 
Tim Teknis BALIPROV-CSIRT melakukan 
suspend pada website terdampak 

  
 

 Hasil identifikasi 60 menit suspend  

4 
Tim Teknis BALIPROV-CSRIT melakukan 
analisis insiden siber 

  

 

 
Laporan insiden, 
log  

tentatif 
Laporan 
analisis 

Dapat dilakukan 
koordinasi internal 
dengan Pemilik 
Aset 

5 

Tim Teknis BALIPROV-CSRIT melakukan 
mitigasi dan pemulihan. Jika insiden berhasil 
ditangani maka lanjut melaporkan hasil 
tindaklanjut penanganan. Jika tidak 
tertangani maka dilakukan penanganan 
lanjutan dengan Eskalasi Pihak Eksternal 

  

 

 
Laporan insiden, 
Laporan analisis 

tentatif Hasil mitigasi  

6 

Tim Teknis BALIPROV-CSIRT membuat dan 
mengajukan draft surat permohonan 
penanganan insiden lanjutan untuk Pihak 
Eksternal 

  

 

 
Laporan insiden, 
laporan analisis 
dan hasil mitigasi 

60 Menit Draft surat  

7 

Kabid Persandian memverifikasi draft surat. 

Jika belum sesuai dikembalikan ke Tim 
Teknis BALIPROV-CSIRT, jika telah sesuai 
akan diajukan ke Kadis Kominfos 

  

 

 Draft surat 30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

8 
Kadis Kominfos memverifikasi draft surat. 
Jika belum sesuai dikembalikan ke Kabid 
persandian, jika telah sesuai akan lanjut TTE 

  

 

 Pengajuan TTE 30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 



C 

BELUM SESUAI 
SESUAI 

  
VERIFIKASI 

BELUM SESUAI 
SESUAI 

  
VERIFIKASI 

B 

A 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS  

KABID 
PERSANDIAN 

TIM TEKNIS 
BALIPROV-

CSIRT 

PIHAK 
EKSTERNAL 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

9 
Kadis Kominfos menandatangani draft surat 
serta mendisposisi ke Kabid Persandian 
untuk dilakukan tindaklanjut 

  

 

 Pengajuan TTE 5 Menit 

Surat 
permohonan 
penanganan 
insiden  

 

10 
Kabid Persandian mendisposisi Tim Teknis 
BALIPROV-CSIRT untuk menindaklanjuti 

  
 

 Disposisi, Surat  5 menit Disposisi  

11 
Tim Teknis BALIPROV-CSIRT menghubungi 
Pihak Eksternal terkait penanganan insiden 
lanjutan 

  

 

 Disposisi, Surat tentatif Komunikasi Komunikasi 
melalui Email, 
WhatsApp 
dan/atau 
Telegram 12 

Pihak Eksternal melakukan tindak lanjut 
penanganan insiden dan melaporkannya ke 
Tim Teknis BALIPROV-CSIRT 

  
 

 
Surat, laporan 
insiden, artefak 

tentatif 
Laporan tindak 
lanjut 
penanganan 

13 
Tim Teknis BALIPROV-CSIRT melaporkan 
hasil tindaklanjut penanganan insiden siber 
ke Kabid Persandian 

  

 

 
Laporan tindak 
lanjut penanganan 
insiden 

10 menit 

Laporan tindak 
lanjut 
penanganan 
insiden 

 

14 

Kabid Persandian menerima laporan hasil 
tindak lanjut dan memerintahkan Tim Teknis 
BALIPROV-CSIRT untuk membuat Lesson 
Learn. 

  

 

 
Laporan tindak 
lanjut penanganan 
insiden 

5 menit Disposisi  

15 
Tim Teknis BALIPROV-CSIRT membuat dan 
mengajukan draft Lesson Learn untuk Pihak 
terkait 

  

 

 
Disposisi, Laporan 
Penanganan oleh 
Pihak Eksternal 

60 Menit 
Draft lesson 
learn 

 

16 

Kabid Persandian memverifikasi draft lesson 
learn. Jika belum sesuai dikembalikan ke 
Tim Teknis BALIPROV-CSIRT, jika telah 
sesuai akan diajukan ke Kadis Kominfos 

  

 

 Draft lesson learn 30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 

17 

Kadis Kominfos memverifikasi draft lesson 
learn. Jika belum sesuai dikembalikan ke 
Kabid persandian, jika telah sesuai akan 
lanjut TTE 

  

 

 Pengajuan TTE 30 Menit 
Pengajuan 
TTE 

 



SELESAI 

C 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN KADIS 
KOMINFOS  

KABID 
PERSANDIAN 

TIM TEKNIS 
BALIPROV-

CSIRT 

PIHAK 
EKSTERNAL 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

18 

Kadis Kominfos menandatangani draft 
Lesson Learn serta mengirimkannya ke 
Pihak Terkait. Selesai 

  

 

 Pengajuan TTE 10 Menit Lesson Learn  

 

Waktu Penyelesaian : 3 hari, di luar waktu: Tim Teknis BALIPROV-CSIRT dalam melakukan analisis insiden, mitigasi dan pemulihan insiden, serta penanganan 
insiden lanjutan oleh Pihak Eksternal 



 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

UPTD. TURYAPADA TOWER  
KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 

NOMOR SOP : B.14.000.8.3.3/182/UPTD.TPT/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 2 Januari 2025 

TGL. REVISI :  

TGL. EFEKTIF : 2 Januari 2025 - 31 Desember 2025 

DISAHKAN OLEH :  

 

NAMA SOP : KUNJUNGAN MASYARAKAT UMUM KE 
TURYAPADA TOWER  

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846; 

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6871; 

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik; 

4. Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. 

 

1. Memiliki kemampuan administrator 

2. Memiliki kemampuan komunikasi dan tata bahasa yang baik 

3. Mampu bekerjasama dengan tim 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 1. Personal Komputer/Laptop 
2. ATK, Media Komunikasi 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kunjungan masyarakat 
umum ke Turyapada Tower tidak berjalan lancar 

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



No Uraian Kegiatan Peserta Admin Pemandu Kelengkapan Waktu Output 

1 Pengunjung melakukan 
pendaftaran melalui aplikasi 
website 
https://turyapada.baliprov.go.id 

 
Start 

   5 Menit E-Ticket 

2 Pengunjung datang sesuai 

waktu pendaftaran dan 

melakukan check in di Lobby 

Tower Turyapada 

    5 Menit  

3 Admin memeriksa kesesuaian 
jadwal kedatangan pengunjung, 
dan melakukan scan qrcode 
peserta serta mencocokan data 
pengunjung terdaftar sesuai 
dokumen identitas 
(KTP/SIM/KITAS/PASPORT) 

   1. E-ticket 
2. Identitas 

pengenal 

10 Menit  

4 Pengunjung berkumpul di Lobby 

untuk dibagi ke dalam grup 

keberangkatan dengan jumlah 

maksimal 8 (delapan) orang 

    5 Menit  

5 Pemandu Turyapada Tower 

memberikan penjelasan tentang 

Tata Tertib Kunjungan ke Tower 

Turyapada yang wajib diikuti 

pengunjung 

 

 

 

    5 Menit  

Sesuai jadwal 

Sesuai 

Tidak 
sesuai 
jadwal 

Tidak sesuai 

Pengecekan Jadwal 
Kedatangan 

Pengecekan Kecocokan 
Data Pengunjung 

 A 



No Uraian Kegiatan Peserta Admin Pemandu Kelengkapan Waktu Output 

 
 

6 

 

 

Keberangkatan setiap 2 (dua) 

grup memiliki Jeda Waktu 15 

Menit dengan keberangkatan 

selanjutnya 

 

 

     
 
 

5 Menit 

 

7 Pemandu memberangkatkan 

grup menuju area/ objek: 

jembatan kaca, restoran statis, 

panoramik, view 360, dan ruang 

skywalk 

 

 
 

 
  75 Menit  

8 Pemandu Turyapada Tower 
mengarahkan pengunjung 
kembali ke Lobby 

    5 Menit  

9 Pemandu Turyapada Tower 
menghitung kembali jumlah 
peserta kunjungan sebelum 
meninggalkan Turyapada 
Tower 

    5 Menit  

10 Kegiatan kunjungan selesai, 
Peserta meninggalkan 
Turyapada Tower 

 

 
 
 
 

     

 
Keterangan: 

1. Petugas K3 bersama Tenaga Engineering berjaga di area Jembatan Kaca dan Panoramik. 
2. Petugas Kebersihan menjaga kebersihan di setiap area/objek kunjungan. 

 A 

End 
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